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ABSTRAK 

 

Hutan Kota Tibang di Banda Aceh memiliki potensi besar sebagai ruang terbuka hijau 

dan destinasi wisata berbasis lingkungan, namun menghadapi tantangan serius dalam 

pengelolaan dan pengembangan fasilitas yang berdampak pada kenyamanan dan minat 

kunjungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas 

Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam 

pengembangan Hutan Kota Tibang serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi di kawasan Hutan Kota Tibang serta 

kantor DLHK3 Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DLHK3 sebagai 

regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator belum berjalan optimal. Secara 

regulator, kebijakan teknis spesifik belum tersedia; sebagai fasilitator, penyediaan sarana 

dasar telah dilakukan namun pemeliharaan terkendala anggaran dan SDM terbatas; 

sebagai dinamisator, partisipasi masyarakat masih rendah dan inovasi belum 

berkelanjutan; serta sebagai katalisator, promosi dan branding destinasi belum terstruktur 

secara sistematis. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, jumlah petugas 

lapangan yang tidak seimbang dengan luas kawasan (7,15 Ha hanya 4 orang), lemahnya 

pengawasan fasilitas, serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa peran DLHK3 Banda Aceh masih lebih berorientasi pada 

pemeliharaan lingkungan dibandingkan pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata 

yang berkelanjutan. 

Kata Kunci: Peran, DLHK3 Banda Aceh, Hutan Kota, Pengembangan Wisata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan perkotaan yang terus berkembang membawa dampak terhadap 

menurunnya kualitas lingkungan hidup, terutama akibat meningkatnya alih fungsi lahan 

dan berkurangnya kawasan hijau di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menjadikan 

keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai kebutuhan penting dalam mendukung 

keseimbangan ekologis, sosial, dan estetika kota. RTH memiliki fungsi sebagai penyerap 

polusi udara, pengendali suhu lingkungan, daerah resapan air, hingga ruang interaksi 

sosial masyarakat perkotaan1. Keberadaan RTH diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa proporsi RTH wilayah 

perkotaan paling sedikit sebesar 30% dari luas wilayah kota, terdiri atas 20% RTH publik 

dan 10% RTH privat2. Regulasi tersebut menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah 

dalam melakukan pengendalian tata ruang dan pembangunan kota yang berkelanjutan. 

 Salah satu bentuk RTH yang memiliki fungsi ekologis dan sosial penting adalah 

hutan kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan 

Kota, hutan kota merupakan hamparan lahan yang ditumbuhi pohon secara rapat dan 

kompak di wilayah perkotaan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan 

perkotaan3. Selain berfungsi sebagai paru-paru kota, hutan kota juga dapat dikembangkan 

 
1 Abidah and Irawanto, “Dampak Alih Fungsi Lahan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota 

Di Madiun.” 
2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 
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sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan yang mendukung aktivitas edukasi, 

konservasi, dan rekreasi masyarakat. Konsep pengembangan hutan kota sebagai destinasi 

wisata lingkungan dinilai mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus 

mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan perkotaan. 

 Di Kota Banda Aceh, salah satu kawasan RTH berbentuk hutan kota yang 

memiliki potensi besar tersebut adalah Hutan Kota Tibang atau yang dikenal juga dengan 

nama Hutan Kota BNI. Hutan Kota Tibang dibangun melalui kerja sama Pemerintah Kota 

Banda Aceh dengan BNI sebagai bagian dari implementasi konsep green city di Kota 

Banda Aceh. Hutan Kota Tibang memiliki luas sekitar 7,15 hektar dan dilengkapi 

berbagai fasilitas seperti jogging track, playground, lapangan basket/futsal, wisata 

mangrove, mushala, jembatan tajuk, serta pojok baca4. Kawasan ini menjadi bagian 

penting dalam mendukung konsep pembangunan kota hijau (green city) sebagaimana 

tertuang dalam Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Up-Scaling Kota Banda Aceh 

2013–20335. 

 Dalam mendukung pengembangan kawasan ruang terbuka hijau dan fasilitas 

publik, proses penyediaan maupun perluasan lahan juga harus mengacu pada ketentuan 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengadaan dan perluasan tanah untuk 

 
4 Dlhk3, “Hutan Kota Tibang, Paru-Paru Banda Aceh Yang Hasilkan 37 Ton Oksigen/Hari.” 
5 Wulansari, Mahawati, and Hartini, “Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Up-Scaling Kota Banda 

Aceh 2013–2033.” 

https://www.bni.co.id/?utm_source=chatgpt.com
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pembangunan fasilitas publik harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, status 

kepemilikan tanah, serta aspek sosial dan lingkungan masyarakat terdampak6. Dengan 

keberadaan fasilitas dan kawasan hijau tersebut, Hutan Kota Tibang tidak hanya berfungsi 

sebagai kawasan konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai ruang publik dan destinasi 

wisata edukasi serta rekreasi masyarakat Kota Banda Aceh. 

 Pengelolaan Hutan Kota Tibang berada di bawah tanggung jawab Dinas 

Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh berdasarkan Qanun 

Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Banda Aceh serta diperkuat melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 

50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja 

DLHK3 Banda Aceh. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa DLHK3 memiliki tugas 

membantu pemerintah daerah dalam urusan lingkungan hidup, pengelolaan taman dan 

hutan kota, pengendalian lingkungan, kebersihan, keindahan kota, serta penyediaan 

sarana dan prasarana lingkungan perkotaan7. 

 Salah satu bidang utama dalam DLHK3 adalah Bidang Pengendalian dan 

Pengelolaan Lingkungan, sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 

Tahun 2016 yang memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang 

Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup bidang Pengendalian dan Pengelolaan 

Lingkungan. Bidang ini bertanggung jawab atas pemantauan kualitas udara, tanah, dan 

udara, tanah, pesisir dan laut, baku mutu lingkungan, laboratorium lingkungan, sumber 

 
6 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
7 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DLHK3 Banda Aceh 
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pencemar institusi dan non institusi, penanggulangan kontaminasi, kerusakan lingkungan, 

hukum dan perlindungan lingkungan, taman dan hutan kota, penerangan jalan umum dan 

taman, sarana dan infrastruktur sesuai dengan cakupan cakupan. Selain itu, bidang ini 

juga berperan dalam menegakkan hukum perlindungan lingkungan, menangani 

pengaduan masyarakat terkait polusi, serta mendorong penggunaan energi terbarukan 

sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan dan 

program yang diterapkan, DLHK3 berupaya menciptakan lingkungan kota yang bersih, 

sehat, dan lestari, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta 

mendukung pembangunan Kota Banda Aceh yang lebih hijau dan berkelanjutan8.  

 .Namun, di balik potensi yang dimiliki, pengembangan Hutan Kota Tibang masih 

menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi optimalisasi fungsi kawasan 

sebagai ruang terbuka hijau dan destinasi wisata lingkungan. Berdasarkan observasi 

lapangan, kondisi fasilitas di Hutan Kota Tibang masih mengalami berbagai 

permasalahan, terutama berkaitan dengan kondisi fasilitas kawasan, keterbatasan sumber 

daya manusia, serta rendahnya pengawasan dan kesadaran pengunjung. Beberapa fasilitas 

publik yang tidak terawat dengan baik, mulai dari ketersediaan kursi taman masih 

terbatas, lapangan basket/futsal kurang di manfaaatkan, playground kerap digunakan di 

luar peruntukannya bagi anak usia 4–7 tahun, lantai ayunan yang berbahan semen 

berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, kualitas kayu jembatan yang rapuh, serta 

pojok baca dalam kondisi tertutup dan tidak beroperasi secara rutin. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan belum berjalan secara 

 
8 Ibid. 
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maksimal. Padahal, keberadaan fasilitas yang aman dan nyaman menjadi faktor penting 

dalam mendukung kualitas destinasi wisata lingkungan dan daya tarik pengunjung. 

Gambar 1.1 Kondisi Jembatan Tajuk Gambar 1.2 Zona Bermain Anak Umur 4-7 Tahun 

 

Gambar 1.3 Pojok Baca 

 

 

 

 

 

 Selain permasalahan fasilitas, pengelolaan kawasan juga menghadapi kendala 

keterbatasan sumber daya manusia dan sarana kerja. Jumlah petugas pengelola dan alat 

perawatan yang tersedia dinilai belum memadai untuk mengelola kawasan Hutan Kota 

Tibang secara menyeluruh. Padahal, kawasan seluas 7,15 hektare tersebut memerlukan 
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pengawasan, kebersihan, dan pemeliharaan fasilitas yang. Keterbatasan tersebut 

berdampak pada kurang optimalnya pemeliharaan fasilitas dan pengawasan kawasan 

wisata lingkungan. 

 Dari sisi pengelolaan, jumlah petugas lapangan dan sarana kerja dinilai belum 

memadai untuk mengawasi dan merawat kawasan seluas 7,15 hektar dengan 4 petugas 

lapangan secara menyeluruh. Kondisi ini terlihat dari masih terbatasnya petugas 

kebersihan dan pemeliharaan taman yang dilakukan secara rutin agar kualitas kawasan 

tetap terjaga. Keterbatasan alat perawatan seperti alat kebersihan kawasan, dan sarana 

pengangkutan sampah juga memengaruhi efektivitas pemeliharaan kawasan wisata 

lingkungan tersebut. 

 Selain itu, pengawasan kawasan dan kesadaran pengunjung terhadap kebersihan 

lingkungan yang masih sering ditemukan adalah rendahnya kesadaran pengunjung 

terhadap pentingnya menjaga fasilitas dan kebersihan kawasan. Masih terdapat 

pengunjung yang membuang sampah sembarangan, melakukan pelanggaran penggunaan 

fasilitas publik, serta kurang menjaga sarana wisata yang tersedia. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa pengembangan Hutan Kota Tibang tidak hanya membutuhkan 

perbaikan fisik kawasan, tetapi juga memerlukan pengawasan yang lebih optimal dan 

edukasi lingkungan kepada masyarakat agar fungsi kawasan sebagai wisata lingkungan 

dapat berjalan secara berkelanjutan.  
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Gambar 1.4 Sampah Di Kawasan Hutan Kota Tibang 

 

 

 

 

 

   

 Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana peran dari Pemko 

melalui DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang, terutama dalam 

hal pengelolaan dan pengembangan infrastruktur, layanan wisata, dan menilai 

pengelolaan wisata sehingga memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang ada. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis peran 

DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang di Kota Banda Aceh. 

Sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya menjadikan 

hutan kota sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa 

permasalahan, Sebagai berikut : 
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1. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana kerja karena jumlah petugas serta 

alat perawatan hutan belum memadai untuk mengelola kawasan Hutan Kota 

Tibang secara menyeluruh. 

2. Kondisi fasilitas kawasan masih mengalami kerusakan dan kurang perawatan 

yang terlihat dari adanya jembatan berlubang, playground rusak, toilet terkunci, 

serta beberapa sarana publik yang belum berfungsi dengan baik. 

3. Pengawasan dan kesadaran pengunjung masih rendah yang terlihat dari 

pelanggaran penggunaan fasilitas dan perilaku membuang sampah sembarangan. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka rumusan masalah 

yang diambil, sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang 

sebagai destinasi wisata? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan 

Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata? 

1.4 Tujuan penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai 2 dua hal utama, yaitu: 

1. Menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota 

(DLHK3) Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai 

destinasi wisata. 

2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

beberapa hal berikut, baik secara teoritis maupun praktis: 

   1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan 

terkait pengelolaan dan pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi 

wisata edukasi dan rekreasi. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menyediakan referensi bagi penelitian 

lebih lanjut tentang peran pemerintah dalam pengembangan ruang terbuka hijau 

perkotaan. 

  1.5.2 Manfaat praktis  

1. Bagi Pemerintah Daerah (DLHK3 dan Pemko Banda Aceh), memberikan 

rekomendasi yang dapat digunakan oleh DLHK3 Banda Aceh dan Pemko Banda 

Aceh dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Hutan Kota Tibang dan 

merumuskan strategi pengelolaan hutan kota yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

2. Bagi masyarakat, mendorong agar peningkatan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya menjaga dan memanfaatkan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi 

wisata. 

3. Bagi peneliti, dapat memperdalam wawasan terhadap peran DLHK3 Banda Aceh 

dalam pengelolaan destinasi wisata, meningkatkan kemampuan dalam menganalisis 

dan riset lapangan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang bermanfaat untuk 

pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang hutan kota memberikan berbagai wawasan mengenai 

pengelolaan dan pemanfaatan dari perspektif yang berbeda, namun secara umum 

menyoroti pentingnya hutan kota sebagai RTH multifungsi di perkotaan yang dapat 

dijadikan acuan pada penelitian ini. 

Tabel 2.1 Literature Review 

Peneliti 

/Tahun 
Judul 

Objek/ 

Lokasi 
Metode 

Fokus 

Temuan 

Persamaan 

Penelitian 
GAP 

Cut 

Nuzul 

Fazliani 

(2022) 9 

Tata 

Kelola 

Hutan 

Kota BNI 

di Kota 

Banda 

Aceh 

Hutan 

Kota BNI 

Tibang, 

Banda 

Aceh 

Kualitatif 

deskriptif 

Tata kelola 

sudah berjalan 

cukup baik, 

namun masih 

ada kendala 

seperti 

anggaran 

terbatas, 

kesadaran 

masyarakat 

rendah, dan 

perencanaan 

belum optimal 

Hutan Kota 

Tibang dan 

aspek pengelola

-an/pemerintah 

Tidak mengkaji 

pengembangan 

hutan kota 

sebagai 

destinasi wisata 

serta belum 

menganalisis 

peran DLHK3 

dalam 

pengembangan 

kawasan. 

Rana 

(2023) 10 

Analisis 

Strategi 

Pengemba

ngan 

Hutan 

Kota 

Gunung 

Kembang 

Sarolang-

un 

Hutan 

Kota 

Gunung 

Kembang, 

Sarolang-

un 

Kualitatif 

+ 

Analisis 

SWOT 

Strategi 

pengembang-

an berada pada 

posisi 

perbaikan 

(WO), perlu 

optimalisasi 

pengelolaan 

dan 

peningkatan 

peran 

stakeholder 

Pengembangan 

hutan kota dan 

pentingnya 

stakeholder 

masih terbatas 

pada analisis 

SWOT yang 

bersifat umum 

tanpa merinci 

implementasi 

nyata strategi 

wisata edukatif-

rekreatif 

maupun peran 

mendalam 

pemerintah 

daerah dalam 

 
9 Fazliani, “Tata Kelola Hutan Kota Banda Aceh.” 2022. 
10 Rana, “Analisis Strategi Pengembangan Hutan Kota Gunung Kembang Sarolangun Di Kabupaten 

Sarolangun.”2023. 
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pengelolaan dan 

pengembangan 

kawasan 

tersebut. 

M. 

Taufik 

dkk 

(2024)11 

Peran 

Dinas 

Lingkung-

an Hidup 

dan 

Kehutan-

an Kota 

Kendari 

dalam 

Pengemb-

angan 

Objek 

Wisata 

Kebun 

Raya 

Kendari 

Kebun 

Raya 

Kendari 

Kualitatif 

deskriptif 

Peran 

pemerintah 

belum 

maksimal, 

terutama pada 

fasilitas, 

aksesibilitas, 

dan 

pengembanga-

n wisata 

 

 

 

Peran 

pemerintah 

dalam 

pengembangan 

wisata berbasis 

lingkungan 

Mengkaji peran 

pemerintah, 

namun belum 

spesifik pada 

hutan kota dan 

tidak 

mempertimbang

kan konteks 

lokal seperti 

Aceh 

 Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak 

pada perluasan kajian yang tidak hanya menyoroti pengelolaan, tetapi juga 

pengembangan hutan kota melalui analisis sarana dan prasarana secara terstruktur serta 

pemanfaatannya sebagai destinasi wisata, dengan penekanan pada peran DLHK3 Banda 

Aceh sebagai aktor utama. Selain itu, penelitian ini menghadirkan model pengembangan 

hutan kota yang menitikberatkan pada penguatan fungsi wisata edukatif dan rekreatif 

guna mendukung keberlanjutan ruang terbuka hijau perkotaan. Lebih lanjut, penggunaan 

pendekatan quadruple helix dalam menilai kolaborasi lintas sektor yang dikaitkan dengan 

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi pembeda utama, sehingga 

diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang kontekstual dan berbasis 

kebutuhan lokal serta pengalaman pengunjung. 

 
11 Taufik and Ramayana, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Kendari Pengembangan 

Objek Wisata Kebun Raya Kendari.” 2024. 
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2.2 Peran 

      2.2.1 Pengertian Peran 

Peran dalam administrasi publik merujuk pada seperangkat ekspektasi, norma, 

dan tanggung jawab yang melekat pada suatu posisi dalam struktur organisasi 

pemerintahan. Peran ini bukan hanya terkait dengan tugas formal, tetapi juga mencakup 

bagaimana peran tersebut dijalankan dan dipersepsikan secara sosial. Menurut Sarjito 

(2024), peran merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi yang diharapkan dalam 

sistem organisasi pemerintahan, sekaligus mencerminkan hubungan antara aktor 

birokrasi dengan tujuan institusional yang ingin dicapai12. Dengan demikian, peran 

bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, 

dan teknologi. 

Peran juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas dan 

transparansi dalam pelayanan publik. Dwiputrianti dan Gedeona (2024) menegaskan 

bahwa peran yang jelas dan terukur dapat meminimalkan tumpang tindih kewenangan 

serta memperkuat legitimasi kelembagaan13. Melalui definisi peran yang tegas, organisasi 

publik dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya, sekaligus memastikan bahwa 

setiap tindakan birokrasi tetap selaras dengan prinsip-prinsip good governance. 

Lebih lanjut, Rohmah dkk (2025) menjelaskan bahwa peran berperan sebagai 

jembatan antara struktur formal organisasi dan implementasi kebijakan di lapangan14. 

Dalam konteks ini, peran membantu mentransformasikan tujuan administratif menjadi 

 
12 Sarjito, Dasar-Dasar Administrasi Publik. 
13 Dwiputrianti, Rulinawaty, and Gedeona, Evaluasi Kebijakan Teori Dan Praktek Administrasi 

Pembangunan. 
14 Rohmah et al., Pengantar Administrasi Publik. 
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kegiatan operasional yang kontekstual. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang 

peran, administrasi publik dapat lebih mudah melakukan reformasi birokrasi berbasis 

kinerja, serta memperkuat distribusi tanggung jawab dan relasi kekuasaan dalam 

organisasi. 

Selain itu, George Herbert Mead (1934) menekankan bahwa peran terbentuk 

melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus15. Peran bukanlah 

sesuatu yang bersifat statis, melainkan hasil dari komunikasi dan interpretasi individu 

terhadap lingkungannya. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, hal ini berarti bahwa 

peran seorang pejabat publik senantiasa berkembang dan dinegosiasikan ulang sesuai 

dengan ekspektasi masyarakat serta dinamika sosial-politik yang melingkupinya. 

        2.2.2 Peran Kelembagaan  

Menurut Frederickson (2012), kelembagaan berbeda dengan organisasi. 

Organisasi lebih mengarah pada aspek manajemen, sedangkan kelembagaan mengatur 

perilaku individu yang dibatasi oleh nilai, norma, dan aturan dalam mencapai tujuan 

organisasi16. Kelembagaan mencakup keyakinan, paradigma, kode etik, budaya, dan 

pengetahuan yang mendukung aturan dan kebiasaan yang berlaku. Kelembagaan 

(institution) merupakan fondasi dasar yang membentuk perilaku individu dan kelompok 

dalam suatu organisasi, secara etimologis, kelembagaan berasal dari 

kata institusi atau pranata , yang dapat dipahami sebagai suatu prosedur yang telah 

mapan dan diikuti oleh masyarakat atau anggota organisasi17. Dalam konteks administrasi 

 
15 Frederickson et al., The Public Administratiom Theory Primer. 
16 Ibid. Hal. 30. 
17 Dwiputrianti dkk, Evaluasi Kebijakan..., hal 30. 
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publik, kelembagaan dipandang sebagai konstruksi sosial yang terdiri dari aturan, peran, 

dan norma yang membentuk harapan dan memaksa perilaku individu dan kelompok. 

Menurut pandangan para ahli kelembagaan, bahwa struktur kelembagaan 

menentukan berbagai pilihan untuk perilaku manusia, dengan berbagai hukum yang ada 

untuk mengatur perilaku. kelembagaan memainkan peran penting dalam menghasilkan 

pola-pola yang memiliki kekuatan jangka panjang, oleh karena itu upaya untuk memenuhi 

tuntutan masyarakat harus dilakukan di dalam pola-pola yang sudah ada18. Dalam hal ini,  

Menurut Elias G. Carayannis dan David F.J. Campbell (2009), Model Quadruple Helix 

dianggap relevan dalam memajukan sektor pariwisata dengan melibatkan multipihak, 

sekaligus menjadi bagian dari kelembagaan yang membentuk pola interaksi lintas sektor 

untuk menciptakan kerangka kerja kolaboratif yang mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara efektif dan berkelanjutan19.  

Quadruple Helix merupakan model kolaborasi lintas sektor yang menggabungkan 

empat aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Dalam 

konteks kelembagaan, Quadruple Helix memberikan pendekatan sistematis untuk 

memaksimalkan inovasi dan pengembangan daerah melalui sinergi antara aktor-aktor 

tersebut20.  Keempat pihak bekerja sama secara dinamis untuk menciptakan solusi holistik 

yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. 

 
18 Rahmadi, Helmi, and Wais, “Efektivitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Gayo Lues.” 
19 Misbar and Novianti, “Model Quadruple Helix Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Omah 

Jamu Yogyakarta.” 
20 Ibid. 
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Dalam Quadruple Helix, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator,  

dinamisator, dan katalisator untuk menyediakan kerangka kebijakan yang mendukung 

pengembangan inovasi. Akademisi bertindak sebagai pabrik ilmu pengetahuan, 

menghasilkan penelitian dan pengembangan berbasis kebutuhan masyarakat. Industri 

memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya ekonomi dan teknologi, sementara 

masyarakat menjadi pengguna dan sumber umpan balik atas produk dan layanan yang 

dihasilkan21.  

Model Quadruple Helix dalam konteks pengembangan Hutan Kota Tibang, 

Pemerintah melalui DLHK3 Banda Aceh sebagai regulator utama bertanggung jawab 

menciptakan dan menjalankan kebijakan yang mendukung pengembangan wisata, seperti 

adanya regulasi berupa Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kedudukan, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.. Selain itu, indikator peran 

pemerintah meliputi penyediaan infrastruktur utama seperti jalan akses, toilet, tempat 

parkir, dan keamanan, serta pengalokasian anggaran dalam APBD untuk pengelolaan dan 

perbaikan fasilitas. DLHK3 Banda Aceh juga harus aktif dalam mempromosikan 

destinasi melalui website, media sosial, dan penyelenggaraan event lokal. 

Akademisi berperan sebagai pemberi inovasi dan kajian ilmiah dalam 

pengembangan wisata berbasis lingkungan. Indikator perannya meliputi penelitian 

mengenai potensi wisata, seperti studi tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem 

mangrove di Hutan Kota Tibang. Akademisi juga berkolaborasi DLHK3 Banda Aceh 

 
21 Ibid. 
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dengan dalam merancang program edukasi lingkungan, seperti tur flora dan fauna, serta 

menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat lokal sebagai upaya peningkatan 

keterampilan dan kapasitas SDM dalam pengelolaan objek wisata. 

Industri, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), 

memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan destinasi wisata. Indikator 

perannya meliputi kontribusi pendanaan melalui CSR, seperti yang dilakukan BNI dalam 

pembangunan fasilitas di Hutan Kota Tibang, promosi wisata berbasis teknologi seperti 

aplikasi pemandu wisata, dan dukungan operasional berupa penyediaan fasilitas 

tambahan, seperti alat olahraga. 

Masyarakat, sebagai aktor yang memastikan keberlanjutan destinasi, memiliki 

peran penting dalam pengelolaan dan pemeliharaan kawasan. Indikatornya meliputi 

keterlibatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam mengelola fasilitas, pelaksanaan 

program kesadaran lingkungan seperti pembersihan kawasan secara rutin, dan kontribusi 

ekonomi melalui usaha mikro kecil seperti stand booth atau penyewaan fasilitas wisata. 

Dengan kolaborasi ini, Quadruple Helix menciptakan ekosistem wisata yang 

berkelanjutan dan berdampak positif bagi pengembangan Hutan Kota Tibang.  

2.3 Konsep Pengembangan  

      2.3.1 Pengertian Pengembangan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pengembangan sebagai 

“proses, cara, atau perbuatan mengembangkan”22. Menurut Undang-Undang Nomor 18 

 
22

 KBBI Online, 2024,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diakses dari 

https://kbbi.kemdikbud.go.id, 6 Desember 2024. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah 

terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi yang baru23. 

Pengembangan melibatkan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk 

meningkatkan kinerja, nilai guna, dan implementasi suatu sistem. Dalam pariwisata, hal 

ini mencakup perbaikan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan.   

Kemudian, menurut Seels dan Richey (1994) mendefinisikannya sebagai studi 

sistematis tentang desain dan evaluasi program, metode, atau produk pembelajaran yang 

harus memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan keefektifan24. Selain itu, 

Pengembangan dapat diartikan dengan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk 

menghasilkan perubahan positif dalam suatu bidang tertentu dan menciptakan nilai 

tambah dari sumber daya yang ada. Dalam konteks wisata, pengembangan diartikan 

sebagai upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk mengelola potensi alam, budaya, 

dan infrastruktur dengan pendekatan berkelanjutan dan meningkatkan daya tarik suatu 

destinasi wisata agar lebih bermanfaat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun 

lingkungan. 

       2.3.2 Pengembangan Wisata 

Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan 

keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan Pariwisata yang dirancang 

 
23

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, 

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
24 Prasetyo, Manajemen Sumber Daya Manusia. 
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secara berkelanjutan mampu memberikan dampak positif pada masyarakat lokal melalui 

penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Dalam konteks ini, 

pengembangan wisata tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi 

juga pada kontribusi wisata terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(SDGs) Selain itu, sektor pariwisata juga dapat mempromosikan pelestarian lingkungan 

dengan memperkenalkan praktik ramah lingkungan seperti efisiensi energi dan 

manajemen limbah Menurut Toolkit of Indicators for Projects (TIPs) dari UNWTO, 

keberlanjutan dalam pariwisata memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal25. 

Infrastruktur yang memadai merupakan komponen kunci dalam pengembangan 

pariwisata, karena mendukung aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan Investasi dalam 

infrastruktur, seperti transportasi dan fasilitas publik, memainkan peran penting dalam 

menarik wisatawan domestik maupun internasional Studi dari UNWTO menunjukkan 

bahwa destinasi dengan infrastruktur hijau, seperti transportasi rendah emisi dan fasilitas 

hemat energi, tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata tetapi juga membantu 

mengurangi jejak karbon sektor pariwisata26. 

Pengembangan pariwisata mencakup beberapa komponen utama, diantaranya 

daya tarik wisata, aksesibilitas, dan fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan 

Daya tarik wisata bisa berupa keindahan alam, keunikan budaya, atau keanekaragaman 

aktivitas yang tersedia di lokasi wisata tersebut aksesibilitas merujuk pada kemudahan 

akses ke destinasi, sementara fasilitas yang memadai memastikan wisatawan 

 
25 Shimokawa and Urosevic, Achieving the Sustainable Development Goals Through Tourism. 
26 Ibid. 
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mendapatkan pengalaman yang nyaman dan aman keberadaan komponen-komponen ini 

merupakan faktor penting yang mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan 

meningkatkan minat pengunjung27. 

Pengembangan pariwisata, kelembagaan pariwisata memainkan peran penting 

sebagai kunci keberhasilan untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menarik 

kelembagaan ini terdiri dari sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta 

dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme 

operasional yang terpadu. Pemerintah, melalui DLHK3 Banda Aceh, memiliki peran 

sentral dalam membuat regulasi yang mendukung dan mengawasi pengelolaan destinasi, 

termasuk dalam hal ini Hutan Kota Tibang di Banda Aceh Selain itu, sektor swasta seperti 

BNI dapat mendukung dari sisi pendanaan dan pengelolaan fasilitas, melalui program 

CSR yang meningkatkan kualitas destinasi tanpa memberatkan anggaran pemerintah 

Keterlibatan masyarakat juga penting, di mana mereka dapat berperan dalam menjaga 

kebersihan dan kelestarian fasilitas serta menjadi pemandu wisata yang memperkenalkan 

keunikan lokal28. 

2.4 Wisata Hutan Kota  

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam tata ruang 

perkotaan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan estetika 

lingkungan29. Keberadaan RTH menjadi kebutuhan utama di kawasan perkotaan akibat 

meningkatnya pembangunan fisik, pertumbuhan penduduk, serta berkurangnya lahan 

 
27 Hulfa and Anggriana, “Analisis Komponen 4A Pada Daya Tarik Wisata Goa Bangkang, Desa Prabu.”  
28 Shimokawa and Urosevic, Achieving the Sustainable Development Goals Through Tourism. 
29 Hendarmoko et al., “Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Area Publik.” 
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hijau yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup. RTH tidak hanya 

berfungsi sebagai paru-paru kota, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, area rekreasi, 

dan sarana pendukung kesehatan masyarakat30. Dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan, RTH menjadi instrumen penting dalam menciptakan kota yang nyaman, 

sehat, dan berwawasan lingkungan.  

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, Ruang 

Terbuka Hijau adalah area memanjang atau mengelompok yang penggunaannya bersifat 

terbuka dan ditumbuhi tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja 

ditanam31. RTH memiliki peranan strategis dalam mendukung keseimbangan ekosistem 

perkotaan, terutama sebagai kawasan resapan air, pengendali pencemaran udara, serta 

pengatur iklim mikro kota. Selain itu, keberadaan RTH juga dapat meningkatkan kualitas 

visual kota dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas 

sosial maupun rekreasi32.  

Secara umum, fungsi RTH dibedakan menjadi fungsi ekologis, sosial, ekonomi, 

dan estetika. Fungsi ekologis berkaitan dengan kemampuan RTH dalam menyerap polusi 

udara, menghasilkan oksigen, menjaga keseimbangan tata air, dan mengurangi dampak 

pemanasan global. Fungsi sosial terlihat dari peran RTH sebagai ruang publik untuk 

berinteraksi, berolahraga, dan melakukan kegiatan rekreasi masyarakat. Sementara itu, 

fungsi ekonomi dapat dilihat dari potensi RTH dalam mendukung sektor pariwisata dan 

meningkatkan nilai kawasan perkotaan. Adapun fungsi estetika berkaitan dengan 

 
30 Agus S. Sadana, “Ruang Terbuka Publik: Peran dan Manfaatnya Sebagai Elemen Kota” 
31 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan 
32 Hidayah, Sativa, and H, “Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta.” 
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kemampuan RTH dalam memperindah lingkungan kota sehingga menciptakan suasana 

yang nyaman dan asri33.  

Keberadaan RTH juga memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan 

lingkungan perkotaan. Manfaat tersebut meliputi peningkatan kualitas udara, 

pengurangan suhu panas perkotaan, pengendalian banjir, penyediaan ruang rekreasi, 

hingga peningkatan kesehatan fisik dan mental masyarakat34. Di samping itu, RTH 

menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan kota 

berkelanjutan karena mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan 

kelestarian lingkungan35.  

Jenis-jenis RTH dapat dibedakan menjadi RTH publik dan RTH privat. RTH 

publik merupakan ruang hijau yang dimiliki dan dikelola pemerintah serta dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum, seperti taman kota, jalur hijau jalan, lapangan, 

taman rekreasi, dan hutan kota. Sedangkan RTH privat merupakan ruang hijau yang 

dimiliki oleh individu atau pihak swasta, seperti taman rumah, halaman perkantoran, dan 

kebun pribadi. Salah satu bentuk RTH publik yang memiliki fungsi ekologis dan sosial 

cukup penting adalah hutan kota36. Hutan kota merupakan kawasan hijau di wilayah 

perkotaan yang ditumbuhi pepohonan dan berfungsi menjaga kualitas lingkungan serta 

menjadi sarana rekreasi masyarakat37.  

 
33 Sri Purwanti, “Memaksimalkan Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik.” 
34 Muhammad Ari Adha Saputra et al., “Pola Distribusi Ruang Terbuka Hijau terhadap Temperatur Wilayah 

Kota Samarinda” 
35 Harahap, “Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan.” 
36 Tiar Pandapotan Purba et al., “Identifikasi Tipologi dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik serta 

Pemetaan Area Terbangun di Kota Tangerang Selatan” 
37 Ratnawati, “Elaborasi Adipura Ruang Terbuka Hijau Pedoman Pengelolaan RTH.” 
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Dalam konteks Kota Banda Aceh, salah satu bentuk RTH publik yang 

berkembang sebagai kawasan wisata edukasi dan rekreasi adalah Hutan Kota Tibang38. 

Kawasan ini memiliki potensi besar sebagai ruang hijau perkotaan yang tidak hanya 

berfungsi menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi tempat aktivitas sosial dan 

wisata masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Hutan Kota Tibang menjadi 

penting untuk melihat bagaimana pengelolaan dan pengembangannya sebagai bagian dari 

Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh. 

      2.4.1 Hutan Kota Tibang 

Hutan kota salah satu bagian dari wisata alam yang berfungsi sebagai ruang 

terbuka hijau yang bukan sekedar menawarkan keindahan alam, tetapi juga berperan 

penting dalam pendidikan dan rekreasi. Menurut Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 

2002, hutan kota merupakan kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi penting untuk 

pelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem perkotaan39. Hutan Kota Tibang atau  

dikenal juga dengan Hutan Kota BNI yang terletak di Jalan Hutan, Tibang, Kecamatan 

Syiah Kuala, Kota Banda Aceh yang merupakan bagian dari upaya Pemko Banda Aceh 

melalui Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda 

Aceh berkolaborasi dengan BNI yang dimodifikasi menjadi RTH sebagai tindak lanjut 

konsep Banda Aceh Green City yang  diresmikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono Yang 

(mantan Presiden Indonesia ke-6) pada tahun 2010 memiliki luas sekitar 7 Ha, serta 

beragam fasilitas yang dirancang untuk aktivitas fisik dan edukasi dari alam dan 

sejarahnya40. 

 
38 Ibid. 
39 “Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2002.” 
40 Dlhk3, Hutan Kota... 
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Hutan Kota Tibang merupakan kawasan yang ditumbuhi berbagai jenis 

pepohonan dan vegetasi lainnya, dikelola untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, 

dan ekonomi bagi masyarakat kota dan dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi 

yang menarik, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus 

memberikan wawasan tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan41. 

Salah satu manfaat utama dari Hutan Kota Tibang adalah sebagai sarana edukasi 

bagi masyarakat Hutan kota ini menyediakan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar 

tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan pentingnya konservasi alam. Melalui 

program-program edukatif yang digagas oleh DLHK3 Banda Aceh, seperti tur 

lingkungan, workshop, dan pameran flora dan fauna lokal, pengunjung dapat memahami 

lebih dalam mengenai berbagai aspek yang ada di Hutan Kota Tibang42 Penelitian terkait 

pengembangan hutan kota sebagai destinasi wisata edukasi di Banda Aceh dapat 

menunjukkan bahwa dengan program edukatif yang baik, masyarakat dapat lebih sadar 

akan pentingnya menjaga kelestarian alam, serta peran DLHK3 Banda Aceh dalam 

memfasilitasi kegiatan tersebut. 

Selain fungsi edukatif, Hutan Kota Tibang juga berperan sebagai tempat rekreasi 

yang ideal bagi warga Banda Aceh. Dengan adanya fasilitas seperti jogging track santai, 

lapangan basket merangkap lapangan basket/futsal, fasilitas tempat bermain anak 

(Playground), mushola, jembatan, toilet, wisata hutan mangrove, bahkan terdapat makam 

bersejarah di dalamnya. serta potensi keanekaragaman hayati yang dapat menjadi daya 

 
41 Fabiola, “Fungsi Pemanfaatan Hutan Kota.”  
42 Ibid, hal. 33. 



24 

 

 
 

tarik wisata edukasi43. Hutan kota ini juga menawarkan alternatif yang menyegarkan 

untuk bersantai dan berolahraga di tengah kesibukan kota, seperti halnya Hutan Kota 

Kemayoran di Jakarta yang menyediakan fasilitas rekreasi seperti tempat bersepeda dan 

penangkaran burung, Hutan Kota Tibang juga berpotensi untuk dikembangkan dengan 

fasilitas serupa yang dapat menarik pengunjung dari berbagai kalangan44. DLHK3 Banda 

Aceh dapat mengoptimalkan peranannya dalam merencanakan dan menyediakan fasilitas 

yang mendukung aktivitas rekreasi sehingga menjadikan Hutan Kota Tibang sebagai 

destinasi wisata yang ramah keluarga. 

Peran penting yang dimiliki oleh Hutan Kota dalam menjaga keseimbangan 

ekosistem perkotaan dengan mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas 

lingkungan di sekitarnya Pepohonan yang ada di Hutan Kota Tibang berfungsi sebagai 

penyerap karbon dioksida dan penghasil oksigen, yang secara langsung membantu 

mengatasi masalah polusi udara yang sering terjadi di daerah perkotaan45. Selain itu, 

hutan kota juga berkontribusi dalam mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir 

dengan menyerap air hujan Melalui kolaborasi antara Pemko dan DLHK3 Banda Aceh, 

pengelolaan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata yang ramah lingkungan dapat 

menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan udara yang berkualitas untuk 

masyarakat. 

Secara keseluruhan, pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata 

sangat penting dalam mendukung keberlanjutan kota Banda Aceh di tengah pesatnya 

 
43 Redaksi, Hutan Kota... 
44 Dlhk3, Hutan Kota... 
45 Fazliani, Tata Kelola... 
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urbanisasi Hutan kota tidak hanya memberikan manfaat ekologis tetapi juga memberikan 

kontribusi signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik masyarakat. Oleh karena itu, 

penelitian Anda dapat menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah, khususnya 

DLHK3 Banda Aceh, untuk menjaga keberlanjutan Hutan Kota Tibang dan 

menjadikannya sebagai ruang publik yang memberikan manfaat sosial, edukasi, dan 

rekreasi bagi semua kalangan. DLHK3 Banda Aceh perlu berperan aktif dalam 

merancang dan mengelola program-program yang dapat meningkatkan daya tarik wisata, 

serta memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan secara berkelanjutan. 

2.5 Indikator Peran Pengembangan Wisata 

Peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang berfokus pada 

tanggung jawab utamanya sebagai penggerak pembangunan pariwisata. Menurut Ryaas 

Rasyid (2002), peran DLHK3 Banda Aceh dapat dianalisis menggunakan kerangka 

regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator46. Keempat peran ini mencerminkan 

berbagai langkah strategis yang diambil oleh DLHK3 Banda Aceh untuk meningkatkan 

daya tarik wisata, memperkuat infrastruktur, memfasilitasi kolaborasi dengan 

berbagai pihak, serta mempromosikan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi unggulan. 

Berikut adalah penjelasan setiap peran tersebut: 

1. Regulator 

DLHK3 Banda Aceh bertindak sebagai menetapkan kebijakan dan pedoman 

pengelolaan wisata berkelanjutan yang berlandaskan Peraturan Walikota Nomor 

50 Tahun 2016, sebagai dasar hukum tata kelola lingkungan dan destinasi wisata 

di Kota Banda Aceh. Selain penetapan kebijakan, DLHK3 juga melaksanakan 

 
46 Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan. 
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fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan standar pelayanan publik, 

termasuk memastikan kebersihan, keamanan, serta kelestarian fasilitas di kawasan 

Hutan Kota Tibang. Fungsi penegakan dijalankan melalui tindakan korektif 

terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti penataan ulang lahan atau penggunaan 

kawasan di luar fungsi konservasi, sehingga seluruh kegiatan wisata tetap selaras 

dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. 

2. Fasilitator 

Peran fasilitator DLHK3 Banda Aceh diwujudkan dengan mendukung 

terselenggaranya kegiatan wisata yang nyaman dan menarik bagi pengunjung. 

DLHK3 menyediakan berbagai sarana dan prasarana penting seperti akses jalan, 

tempat parkir, area bermain, serta fasilitas publik lainnya untuk menunjang 

kenyamanan wisatawan. Selain itu, perbaikan rutin dilakukan terhadap fasilitas 

yang rusak seperti jembatan kayu, papan informasi, dan area jogging agar tetap 

aman digunakan. Dalam aspek administrasi dan pendanaan, DLHK3 

mengalokasikan anggaran rutin serta bekerja sama dengan sektor swasta melalui 

program Corporate Social Responsibility (CSR) BNI, guna memperkuat 

pembiayaan pengelolaan dan promosi wisata berbasis lingkungan di Hutan Kota 

Tibang. 

3. Dinamisator 

Sebagai dinamisator, DLHK3 Banda Aceh berupaya menciptakan suasana yang 

adaptif dan progresif melalui peningkatan partisipasi dan inovasi. Partisipasi 

diwujudkan dengan melibatkan masyarakat serta komunitas lingkungan seperti 

Sahabat Hijau (SAHI) dalam kegiatan pelestarian, penanaman pohon, dan edukasi 
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lingkungan yang mendorong rasa memiliki terhadap kawasan wisata. Di sisi lain, 

inovasi terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan 

seperti Universitas Sains Malaysia dalam penyusunan masterplan pengembangan 

Hutan Kota Tibang sejak tahun 2017 yang menitikberatkan pada pemanfaatan 

teknologi hijau, edukasi lingkungan, dan perluasan kawasan. 

4. Katalisator 

Pemerintah menjadi penggerak utama dalam mempercepat pengembangan wisata 

dengan strategi yang mencakup promosi, kolaborasi, dan branding. Promosi 

dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, laman resmi, serta pelaksanaan 

kegiatan tematik seperti The Light Of Aceh untuk memperluas jangkauan 

publikasi Hutan Kota Tibang. Dalam aspek kolaborasi, DLHK3 bertindak sebagai 

penghubung antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat melalui 

pendekatan Quadruple Helix, guna memperkuat kerja sama lintas sektor dalam 

pengembangan fasilitas, peningkatan mutu layanan, dan inovasi promosi wisata 

hijau berkelanjutan. Sementara itu, melalui strategi branding, DLHK3 

membangun citra Hutan Kota Tibang sebagai ikon wisata hijau edukatif khas 

Banda Aceh yang memadukan nilai rekreasi, konservasi, dan pemberdayaan 

masyarakat lokal. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 
 

Sumber : Olahan Penulis, 2025 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk 

memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, terutama terkait peran 

DLHK3 Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata 

edukasi dan rekreasi di Kota Banda Aceh. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Marinu 

Waruwu, 2023) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati47. Penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan ini 

mengeksplorasi fenomena yang kompleks dengan cara menggali informasi langsung dari 

sumber utama di lapangan. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas kepada peneliti 

untuk menangkap makna dan perspektif informan yang menjadi subjek utama dalam 

penelitian ini.   

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berorientasi pada penggalian data yang 

bersifat mendalam dan luas akan informasi. Melalui metode ini, guna dapat memahami 

bagaimana fokus analisis akan beralih sepenuhnya pada peran DLHK3 Banda Aceh 

sebagai aktor utama dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang.  

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara, 

observasi langsung, dan dokumentasi. Menganalisis data yang diperoleh secara 

 
47 Karimuddin et al., Metodologi Penelitian Kuantitatif. 
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mendalam menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola hubungan antar aktor, aspirasi 

masyarakat, kebutuhan pengunjung, serta tantangan operasional yang dihadapi. Fokus 

penelitian adalah mengidentifikasi strategi keberlanjutan, dukungan infrastruktur, dan 

promosi wisata yang relevan dengan pengembangan kawasan. 

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan 

praktis dalam pengelolaan destinasi wisata. Secara teoritis, penelitian dapat memperkaya 

literatur tentang wisata berbasis edukasi dan rekreasi, sedangkan secara praktis, hasilnya 

diharapkan menjadi rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, 

Hutan Kota Tibang dapat berkembang menjadi destinasi wisata berkelanjutan yang 

bermanfaat bagi masyarakat lokal dan pengunjung. 

3.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran Dinas Lingkungan 

Hidup, Kebersihan, dan Keindahan  Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam 

pengembanganHutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata berdasarkan teori peran 

pemerintahan Ryaas Rasyid, yang mencakup empat dimensi utama: Regulator, 

Fasilitator, Dinamisator, dan Katalisator. 

 Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada analisis kebijakan, program, dan 

tindakan yang dilakukan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai 

tantangan, peluang, dan dampak dari pengelolaan Hutan Kota Tibang. 
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Tabel 3.1 Fokus Penelitian 

No Dimensi Indikator Sumber 

1 Regulator 

• Penetapan 

• Pengawasan 

• Penegakan 

Ryaas Rasyid Ryaas Rasyid 

(2002) 

2 Fasilitator 

• Penyedia 

• Perbaikan 

• Dukungan 

(Administratif 

& Pendanaan) 

3 Dinamisator 

• Partisipasi 

• Inovasi 

4 Katalisator 

• Promosi 

• Kolaborasi 

• Branding 

Sumber : Ryaas Rasyid (2002), Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan 

Kepemimpinan. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Hutan Kota Tibang yang berlokasi di Kecamatan Syiah 

Kuala, Kota Banda Aceh serta pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan 
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Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Hutan Kota Tibang merupakan salah satu ruang 

terbuka hijau yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan, namun 

masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengembangannya. 

DLHK3 Banda Aceh sebagai instansi yang bertanggung jawab memiliki peran penting 

dalam mengatasi kendala tersebut serta mengoptimalkan potensi kawasan. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Oktober 2025 hingga 25 April 

2026. Pada periode tersebut, peneliti dapat mengamati secara langsung proses 

pengelolaan dan pengembangan kawasan, termasuk peran DLHK3 dalam pelaksanaan 

program, penyediaan fasilitas, serta keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung 

pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai ruang terbuka hijau multifungsi. 

3.4 Sumber Data  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil interaksi peneliti 

dengan informan utama di lapangan48. Data ini mencakup informasi yang diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki relevansi langsung 

dengan penelitian. Proses wawancara ini dirancang untuk menggali informasi terkait 

kebijakan, tantangan, peluang, serta dampak pengelolaan kawasan terhadap lingkungan 

dan masyarakat. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung, di 

mana peneliti mengamati kondisi fisik Hutan Kota Tibang, fasilitas yang tersedia, 

aktivitas pengunjung, dan interaksi antara pengelola kawasan dengan masyarakat lokal. 

 
48 Ali Akbar, “MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN 

TERSIER.” 
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Diskusi informal dengan pihak-pihak terkait juga menjadi bagian dari pengumpulan data 

primer untuk memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan beragam.   

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikutip dari berbagai referensi yang tersedia 

dan relevan dengan penelitian ini49. Sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, 

seperti website DLHK3 Banda Aceh, kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan 

kawasan hijau, dan peraturan tentang pengembangan pariwisata, hutan kota dan penataan 

ruang. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari artikel jurnal, buku referensi, hasil 

penelitian terdahulu, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan konsep pengelolaan 

kawasan wisata hutan kota berkelanjutan dan peran pihak yang berwenang . Data 

sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks, membandingkan temuan lapangan 

dengan penelitian sebelumnya, serta memperkuat analisis yang dilakukan oleh peneliti.   

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan berbagai metode untuk 

memastikan data yang diperoleh komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian. 

Berikut adalah penjelasan detail dari masing-masing metode: 

1. Wawancara 

Flanagan dan Flanagan (1999) menyatakan bahwa “wawancara adalah proses 

komunikasi yang dilakukan oleh interviewer dengan interviewee”. Interviewer 

menggunakan keahliannya dalam berbicara secara aktif untuk dua tujuan. Pertama, 

 
49

 Ibid. 
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mereka ingin memotivasi orang yang diwawancarai untuk mengungkapkan pendapatnya. 

Kedua, mereka ingin mengarahkan percakapan menjadi bentuk tanya jawab, tetapi tetap 

memberikan kebebasan kepada interviewer untuk mengungkapkan pendapatnya secara 

bebas. 

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan menyiapkan panduan 

pertanyaan tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan informasi 

tambahan yang relevan. Pertanyaan dirancang untuk menggali secara mendalam peran 

DLHK3 Banda Aceh dalam pengelolaan dan pengembangan Hutan Kota Tibang. 

Informan utama meliputi pegawai DLHK3 Banda Aceh, pengelola kawasan, dan 

masyarakat sekitar. Proses wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang 

kebijakan, strategi, tantangan, serta dampak pengelolaan kawasan tersebut. 

2. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis berbagai fenomena yang terjadi pada objek 

penelitian50. Kegiatan ini menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi 

tentang perilaku alamiah, dinamika yang terjadi, atau gambaran situasi tertentu. 

Observasi dapat dilakukan menggunakan berbagai alat seperti anecdotal record, lembar 

checklist, atau perangkat teknologi seperti kamera dan video recorder. Data yang 

diperoleh, seperti ceklis atau rekaman video, kemudian diolah menjadi deskripsi naratif51. 

 
50 Fiantika et al., Metodologi Penelitian Kualitatif. 
51 Ibid, hal. 12-13... 
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Observasi dilakukan dengan mencatat langsung kondisi fisik Hutan Kota Tibang, 

seperti fasilitas pendukung (jalan, area bermain, papan informasi), aktivitas pengunjung, 

dan interaksi antara pengelola dengan masyarakat. Teknik ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi potensi kawasan serta masalah yang dihadapi dalam pengelolaannya. 

Observasi juga mencakup analisis keadaan lingkungan, kebersihan, dan keberlanjutan 

fasilitas yang tersedia. Semua temuan dicatat secara sistematis untuk memberikan 

gambaran faktual mengenai keadaan lapangan. 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai objek penelitian melalui berbagai dokumen yang sesuai dengan fokus 

permasalahan, seperti catatan penting, regulasi, naskah, foto, manuskrip, transkrip, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, dan lainnya yang dapat mendukung penelitian52. Teknik ini 

digunakan untuk mencari data mengenai variabel yang dibutuhkan dengan mengandalkan 

dokumen sebagai sumber utama untuk memberikan konteks dan mendukung hasil 

penelitian. 

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto, 

dokumen resmi, laporan, dan memo yang relevan dengan pengelolaan Hutan Kota 

Tibang. Foto-foto digunakan untuk menggambarkan kondisi fisik kawasan, seperti 

keberadaan fasilitas, kebersihan lingkungan, dan aktivitas pengunjung. Laporan resmi, 

termasuk laporan tahunan DLHK3 Banda Aceh dan catatan aktivitas pengelolaan, 

menjadi sumber penting untuk memahami strategi dan pelaksanaan program. Memo yang 

berkaitan dengan komunikasi internal antara pihak terkait juga dianalisis untuk 

 
52 Ibid, hal. 12... 
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mendapatkan gambaran tentang proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan 

kawasan ini. Dokumentasi ini melengkapi wawancara dan observasi, sehingga 

memberikan informasi yang lebih kaya dan komprehensif. 

3.6 Informan Penelitian 

Informan penelitian ini terdiri dari beberapa pihak yang memiliki relevansi 

langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Kota Tibang, yaitu individu-

individu dari DLHK3 Banda Aceh sebagai aktor utama. Informan dipilih berdasarkan 

pertimbangan purposive sampling, dengan kriteria mereka yang memiliki pemahaman, 

pengalaman, dan tanggung jawab dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi 

kebijakan terkait kawasan wisata Hutan Kota Tibang. Selain itu, informan juga mencakup 

pengelola kawasan yang terlibat dalam operasional sehari-hari, masyarakat sekitar yang 

memiliki keterlibatan langsung atau menerima dampak dari pengelolaan kawasan, serta 

pengunjung yang berinteraksi langsung dengan fasilitas dan layanan yang tersedia, 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Informan Penelitian 

Kode Informan Jumlah 

I1 

Pegawai Bidang Pengendalian Dan Pengelolaan 

Lingkungan DLHK3 Banda Aceh 

1 

I2 Pengurus Hutan Kota Tibang 2 

I3 Petugas Parkir Hutan Kota TIbang 2 

I4 Masyarakat Sekitar 3 

I5 Pengunjung 10 

Total 18 

Sumber : Olahan Penulis, 2026 
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3.7 Teknik Keabsahan Data 

 Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, konsisten, dan dapat 

dipercaya. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, 

dan triangulasi waktu53. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi 

yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pegawai DLHK3 Banda Aceh, pengelola 

Hutan Kota Tibang, masyarakat sekitar, dan pengunjung, sehingga data yang 

dikumpulkan tidak bersifat subjektif dari satu pihak saja. 

 Selanjutnya, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil data yang 

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat kesesuaian 

informasi dari metode yang berbeda. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan 

mengumpulkan data pada waktu yang berbeda guna menguji konsistensi jawaban dan 

kondisi di lapangan54. Dengan penerapan ketiga jenis triangulasi ini, data yang dihasilkan 

menjadi lebih akurat, kredibel, dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif 

terkait peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan 

Huberman55, yang terdiri dari tiga tahapan utama: 

 

 
53 Vera Nurfajriani et al., “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.”  
54 Nugraha, “Pendekatan Strukturalisme Dan Praktik Triangulasi Dalam Penelitian Sastra.”  
55 Karimuddin et al., Metodologi Penelitian Kuantitatif. 



38 

 

 
 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah tahap awal dalam analisis, ketika data mentah yang 

dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi disederhanakan untuk fokus 

pada informasi yang relevan dengan penelitian. Proses ini mencakup seleksi, 

pengorganisasian, dan pengelompokan data berdasarkan tema yang telah ditentukan, 

seperti kebijakan pengelolaan, tantangan, dan peluang dalam pengembangan Hutan Kota 

Tibang. Data yang tidak relevan atau redundan dieliminasi untuk memastikan efisiensi 

dan konsistensi dalam analisis. 

Pengelompokan data dilakukan secara sistematis untuk mempermudah analisis 

mendalam di tahap berikutnya. Data yang disaring meliputi informasi mengenai kondisi 

fasilitas, strategi promosi, serta pola aktivitas pengunjung. Dengan pendekatan ini, 

peneliti dapat fokus pada elemen-elemen kunci yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

sekaligus memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawa-

bkan. 

2. Penyajian Data 

Pada tahap penyajian data ini, informasi yang telah direduksi disusun dengan 

format yang terorganisasi untuk memudahkan interpretasi. Data disajikan dalam bentuk 

narasi deskriptif, tabel, diagram, atau grafik yang membantu memberikan gambaran 

visual tentang temuan penelitian. Contohnya data terkait jumlah pengunjung, kondisi fisik 

kawasan, atau tingkat kepuasan pengguna fasilitas dapat disusun dalam tabel atau 

diagram untuk menyoroti pola-pola tertentu. 
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Penyajian ini bertujuan untuk membantu peneliti dan pembaca dalam memahami 

hubungan antara data yang diperoleh. Melalui penyajian yang jelas, pola, tren, atau 

hubungan yang muncul dari data dapat diidentifikasi dengan lebih mudah, sehingga 

mempermudah analisis lebih lanjut dan pengambilan kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Analisis terhadap pola, hubungan, dan tema dalam data yang telah disajikan 

menjadi dasar dalam proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan 

temuan yang relevan dengan peran DLHK3 Banda Aceh dalam pengelolaan Hutan Kota 

Tibang, seperti upaya  pengembangan kawasan, keberlanjutan fasilitas, atau dampak 

kebijakan terhadap masyarakat lokal. 

Tahap ini juga mencakup penerapan triangulasi data untuk memastikan hasil 

penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Kesimpulan yang diambil 

tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tetapi juga memberikan rekomendasi praktis 

untuk pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata edukasi dan rekreasi 

yang berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada 

perbaikan kebijakan pengelolaan kawasan wisata. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama dari DLHK3 Banda Aceh, 

diketahui bahwa pengelolaan Hutan Kota Tibang dilakukan dengan mengacu pada 

kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Dalam hal ini DLHK3 berperan sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator 

dalam pengembangan kawasan agar tetap sesuai dengan fungsi ekologisnya sebagai ruang 

terbuka hijau, sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan sebagai destinasi 

wisata berbasis lingkungan. 

 Salah satu informan dari staf DLHK3 menjelaskan bahwa perhatian pemerintah 

kota terhadap Hutan Kota Tibang cukup besar, terutama dalam upaya memperbaiki 

fasilitas yang ada agar kawasan tersebut tetap nyaman bagi masyarakat. 

“Hutan Kota Tibang ini memang menjadi perhatian pemerintah kota. Ibu wali kota 

punya konsen terhadap hutan ini sejak dulu. Dalam program 100 hari kerja juga 

ada fokus perbaikan fasilitas taman seperti toilet, mushala, dan jembatan agar 

lingkungan tetap bersih dan nyaman untuk masyarakat .”56 

 Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Hutan Kota 

Tibang tidak hanya berasal dari DLHK3 saja, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan 

pemerintah daerah yang lebih luas. Dalam proses perencanaannya, DLHK3 juga 

melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan 

 
56 Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada 

tanggal 18 November 2025. 
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Daerah (Bappeda) serta melibatkan pihak akademisi yang memiliki keahlian dalam 

pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau. 

 Selain itu, pengelolaan kawasan juga dilakukan melalui kerja sama dengan 

berbagai instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa 

beberapa instansi pemerintah turut terlibat dalam pengembangan kawasan tersebut, 

seperti Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Aceh, Dinas Pendidikan, BAPPEDA, Sektretaris Daerah, dan Walikota Banda 

Aceh yang membantu dalam perbaikan infrastruktur seperti jembatan di kawasan Hutan 

Kota Tibang. 

 Dalam praktiknya, pengelolaan kawasan masih difokuskan pada kegiatan 

pemeliharaan lingkungan dan kebersihan area. Pengembangan wisata dilakukan secara 

bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas program pemerintah daerah. 

Salah satu informan dari DLHK3 menjelaskan bahwa sebagian besar fasilitas yang ada 

saat ini merupakan hasil dari kegiatan pemeliharaan dan perbaikan secara bertahap.  

“Untuk pengembangan wisata memang dilakukan bertahap. Yang utama sekarang 

adalah menjaga kebersihan dan merawat fasilitas yang ada dulu. Kalau ada 

anggaran baru dilakukan perbaikan atau penambahan fasilitas.”57 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa peran DLHK3 dalam pengembangan Hutan 

Kota Tibang masih lebih berfokus pada aspek pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan 

kawasan. 

 
57 Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada 

tanggal 18 November 2025. 
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 Hasil wawancara dengan petugas lapangan juga memperkuat temuan tersebut. 

Petugas lapangan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan serta merawat 

vegetasi yang ada di kawasan Hutan Kota Tibang. Berdasarkan hasil wawancara 

diketahui bahwa saat ini terdapat empat orang petugas yang bertugas merawat kawasan 

yang memiliki luas lebih dari 7,15 hektar. Salah satu petugas yang menjelaskan tugas 

yang dilakukan setiap hari: 

“Kami biasanya menyapu, membersihkan sampah, membersihkan got, dan 

menyiram tanaman. Pekerjaan dibagi berdasarkan lokasi yang sudah 

disepakati.”58 

Hal serupa juga disampaikan oleh petugas lain yang telah bekerja cukup lama di 

kawasan tersebut. 

“Kalau pagi biasanya menyiram tanaman, siang hari bersih-bersih seperti 

menyapu dan mengutip sampah. Area yang kami jaga luas, sekitar 7,15 hektar 

lebih, tapi petugasnya hanya empat orang.”59 

 Keterangan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam pengelolaan 

Hutan Kota Tibang adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja. Dengan luas kawasan yang 

cukup besar, jumlah petugas yang terbatas menyebabkan proses pengawasan terhadap 

fasilitas dan kebersihan area belum dapat dilakukan secara maksimal. 

 Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan fasilitas juga menjadi tantangan 

tersendiri. Beberapa fasilitas seperti taman bermain anak sering mengalami kerusakan 

karena digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. 

 
58 Wawancara dengan petugas lapangan Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 18 November 2025. 
59 Wawancara dengan petugas lapangan Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 24 November 2025. 
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Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu petugas: 

“Playground itu sebenarnya untuk anak-anak usia kecil, tapi kadang orang dewasa 

juga ikut bermain. Kalau kami lihat biasanya langsung ditegur supaya tidak 

merusak fasilitas.”60 

 Pandangan dari masyarakat dan pengunjung juga memperkuat temuan penelitian 

ini. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pengunjung menilai bahwa Hutan Kota 

Tibang memiliki suasana yang nyaman dan asri sehingga menjadi salah satu tempat 

rekreasi yang cukup diminati masyarakat. Salah satu pengunjung menyampaikan: 

“Tempatnya nyaman dan udaranya segar karena banyak pohon. Biasanya kami 

datang ke sini untuk duduk-duduk atau bermain dengan anak-anak.”61 

Pengunjung lain juga menilai bahwa kawasan tersebut memiliki potensi wisata yang 

cukup baik, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki. 

“Kalau untuk tempatnya sudah bagus, tapi ada beberapa fasilitas yang perlu 

diperbaiki seperti jembatan dan toilet yang kadang tidak bisa digunakan.”62 

Selain itu, beberapa pengunjung juga memberikan saran agar pengelolaan kawasan dapat 

ditingkatkan dengan menambah fasilitas dan kegiatan yang lebih menarik bagi 

masyarakat. 

 Dari sisi masyarakat sekitar, keberadaan Hutan Kota Tibang juga memberikan 

manfaat terutama sebagai ruang rekreasi bagi keluarga dan anak-anak. Namun demikian, 

dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar masih terbatas. 

 
60 Wawancara dengan petugas lapangan Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 24 November 2025. 
61 Wawancara dengan pengunjung Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 18 November 2025. 
62 Wawancara dengan pengunjung Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 20 November 2025. 
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Salah satu warga sekitar menyampaikan: 

“Anak-anak senang bermain di playground. Tapi kalau dari segi ekonomi 

sekarang belum terlalu terasa, dulu sebelum Covid ada kantin untuk UMKM tapi 

sekarang sudah tidak ada lagi.”63 

 Berdasarkan berbagai temuan tersebut DLHK3 Banda Aceh telah menjalankan 

perannya dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang, terutama dalam hal pemeliharaan 

lingkungan, pengawasan fasilitas, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait. 

Namun pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata masih berada pada tahap awal 

dan belum dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti 

keterbatasan anggaran, jumlah tenaga kerja yang terbatas, serta masih minimnya 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan secara langsung. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Regulator 

 Peran pemerintah sebagai regulator merupakan fungsi fundamental dalam 

menyiapkan arah kebijakan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan 

serta memastikan efektivitas administrasi melalui penerbitan peraturan, khususnya dalam 

pengelolaan sumber daya publik seperti ruang terbuka hijau dan destinasi wisata berbasis 

lingkungan. DLHK3 Banda Aceh menjalankan peran ini sebagai landasan hukum 

operasional dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang.  

 Dalam konteks pengembangan Hutan Kota Tibang di Kota Banda Aceh, Dinas 

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) memiliki tanggung jawab 

 
63 Wawancara dengan masyarakat sekitar Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 24 November 2025. 

 



45 

 

 
 

untuk memastikan bahwa proses pengelolaan kawasan tersebut berjalan sesuai dengan 

kerangka hukum, kebijakan, dan pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Peran regulator tidak hanya berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan, tetapi juga 

mencakup aspek pengawasan serta penegakan aturan agar tujuan pembangunan dapat 

tercapai secara efektif dan berkelanjutan. 

 Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan 

pihak DLHK3 serta observasi langsung di kawasan Hutan Kota Tibang, ditemukan bahwa 

peran regulator dalam pengelolaan kawasan tersebut dapat dianalisis melalui penetapan, 

pengawasan, dan penegakan. Ketiga hal tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah 

menjalankan fungsi regulatif dalam mengatur pemanfaatan kawasan hutan kota agar tetap 

sesuai dengan tujuan ekologis, sosial, dan rekreatif. 

 Dalam menjalankan fungsi tersebut, DLHK3 tidak berdiri sendiri, melainkan 

beroperasi dalam kerangka regulasi yang berlapis, mulai dari tingkat nasional hingga 

tingkat daerah. Regulasi tersebut mencakup berbagai peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang kehutanan, pariwisata, serta tata kelola pemerintahan daerah. 

Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang 

antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman 

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 
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4. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Aceh 

7. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja DLHK3 Banda Aceh. 

 Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan 

Kota Tibang tidak hanya dipandang sebagai pengelolaan ruang terbuka hijau semata, 

tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan sektor pariwisata daerah dan penguatan tata 

kelola lingkungan perkotaan. 

a. Penetapan  

 Penetapan kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam fungsi regulator 

pemerintah. Melalui kebijakan yang jelas dan terstruktur, pemerintah dapat menentukan 

arah pembangunan serta menetapkan pedoman operasional bagi instansi pelaksanan di 

lapangan. Dalam konteks pengelolaan Hutan Kota Tibang, penetapan kebijakan tidak 

hanya dilakukan oleh DLHK3, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan 

oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kota. 

 Pada tingkat nasional, pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam 

undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kawasan perkotaan wajib menyediakan ruang 
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terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri atas RTH publik dan 

RTH privat. Regulasi ini menunjukkan bahwa penyediaan kawasan hijau seperti Hutan 

Kota Tibang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan pembangunan 

kota yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat perkotaan64. Dengan demikian, keberadaan Hutan Kota Tibang tidak 

hanya dipandang sebagai fasilitas rekreasi, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem 

tata ruang kota. 

 Ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kemudian 

diperkuat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang 

Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa RTH memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, 

estetika, dan ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kualitas 

lingkungan perkotaan65. Regulasi tersebut juga memberikan pedoman mengenai 

penyediaan fasilitas penunjang, pemanfaatan kawasan hijau, serta pengelolaan RTH agar 

dapat berfungsi sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi 

masyarakat. 

 Selain itu, pengelolaan hutan kota juga diatur secara khusus dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Dalam peraturan ini dijelaskan 

bahwa hutan kota merupakan suatu kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan berfungsi 

untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan66. Hutan kota memiliki 

 
64 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
65 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 
66 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 
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berbagai fungsi penting, antara lain sebagai penyerap polusi udara, pengendali iklim 

mikro, serta ruang rekreasi bagi masyarakat. Peraturan ini juga menegaskan bahwa 

pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan, mengelola, dan memelihara 

kawasan hutan kota di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, keberadaan Hutan 

Kota Tibang di Kota Banda Aceh merupakan implementasi dari kebijakan nasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. 

 Dalam mendukung pengembangan kawasan ruang terbuka hijau dan fasilitas 

publik, proses penyediaan maupun perluasan lahan juga harus mengacu pada Peraturan 

Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Regulasi ini mengatur bahwa pengadaan 

tanah untuk pembangunan fasilitas publik harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, 

status kepemilikan tanah, serta aspek sosial dan lingkungan masyarakat terdampak67. 

Dengan adanya regulasi tersebut, pengembangan kawasan Hutan Kota Tibang diharapkan 

tetap berjalan sesuai prosedur hukum dan mendukung pembangunan kota yang 

berkelanjutan. 

 Pada tingkat pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah dalam mengelola 

sektor pariwisata dan lingkungan hidup juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengatur mengenai struktur organisasi 

perangkat daerah serta pembagian tugas dan fungsi antar instansi pemerintah daerah68. 

 
67 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
68 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
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Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dinas 

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sektor tertentu, termasuk sektor lingkungan 

hidup. 

 Selanjutnya, struktur kelembagaan pemerintah Aceh diatur dalam Qanun Aceh 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Qanun ini 

memberikan dasar hukum bagi pembentukan organisasi perangkat daerah yang bertugas 

dalam mengelola berbagai sektor pembangunan di Aceh, termasuk sektor lingkungan 

hidup69. 

 Pada tingkat kota, pengelolaan Hutan Kota Tibang secara langsung berada di 

bawah tanggung jawab DLHK3 Banda Aceh. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota 

Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai tugas, fungsi, 

kewenangan, serta tata kerja DLHK3. Berdasarkan temuan wawancara, regulasi tersebut 

juga dijadikan sebagai acuan utama oleh DLHK3 dalam menjalankan peran dan 

fungsinya untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, 

khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ruang terbuka hijau dan taman 

kota, sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.70. 

 Meskipun kerangka regulasi tersebut telah tersedia, hasil wawancara 

menunjukkan bahwa dalam praktiknya penetapan kebijakan terkait pengembangan Hutan 

Kota Tibang masih lebih banyak dipengaruhi oleh program prioritas pemerintah daerah. 

Salah satu contoh yang disebutkan oleh informan, sebagai berikut: 

 
69 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. 
70 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan dan Tata Kerja DLHK3 Banda Aceh. 
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“Program 100 hari kerja Walikota Banda Aceh yang menitikberatkan pada 

perbaikan fasilitas publik di berbagai kawasan kota, termasuk di Hutan Kota 

Tibang. Program tersebut mendorong dilakukannya pembangunan dan perbaikan 

fasilitas seperti toilet, mushola, dan jembatan yang terdapat di kawasan taman.”71 

 Namun demikian, informan juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum 

terdapat regulasi teknis yang secara khusus mengatur pengelolaan Hutan Kota Tibang 

sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Sebelumnya memang telah disusun draf 

peraturan yang hampir disahkan, namun proses pengesahannya terhambat akibat adanya 

refocusing anggaran selama pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan 

kawasan tersebut masih bergantung pada kebijakan internal instansi serta arahan 

pimpinan daerah. 

 Akibat tidak adanya regulasi teknis yang kuat, DLHK3 seringkali menghadapi 

kesulitan dalam menentukan standar operasional yang jelas dalam pengelolaan kawasan 

taman. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan fasilitas serta 

keterbatasan dalam mengembangkan potensi wisata yang dimiliki oleh Hutan Kota 

Tibang. 

b. Pengawasan 

 Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan 

dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam 

pengelolaan Hutan Kota Tibang, pengawasan memiliki peran strategis dalam menjaga 

 
71 Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada 

tanggal 18 November 2025. 
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keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan rekreasi kawasan tersebut. Melalui mekanisme 

pengawasan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa fasilitas yang tersedia 

digunakan sesuai dengan peruntukannya serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan 

akibat aktivitas pengunjung. 

 Secara normatif, fungsi pengawasan dalam pengelolaan kawasan hutan kota juga 

berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan, yang menekankan bahwa pengembangan destinasi wisata harus 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan serta menjaga 

kualitas fasilitas publik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang 

Hutan Kota juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk 

menjaga keberadaan dan kelestarian hutan kota melalui kegiatan pengelolaan, 

pemeliharaan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan 

bukan hanya merupakan aktivitas administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya 

menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang publik dan pelestarian lingkungan. 

 Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengawasan terhadap kawasan Hutan 

Kota Tibang dilakukan melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan internal dan 

pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh DLHK3 melalui petugas 

lapangan yang bertugas menjaga kebersihan, keamanan, serta ketertiban di kawasan 

taman. Petugas tersebut memiliki tanggung jawab untuk memantau aktivitas pengunjung, 

memastikan fasilitas taman tetap dalam kondisi baik, serta memberikan teguran apabila 

terjadi pelanggaran terhadap aturan penggunaan fasilitas. 
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 Dalam praktiknya, pengawasan internal dilakukan melalui kegiatan patroli rutin 

di area taman. Petugas lapangan biasanya melakukan pemantauan terhadap beberapa titik 

strategis seperti area playground, jalur jogging, area duduk pengunjung, serta fasilitas 

umum seperti toilet dan mushola. Tujuan dari patroli ini adalah untuk memastikan bahwa 

fasilitas tersebut dapat digunakan dengan baik oleh pengunjung serta tidak mengalami 

kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsinya. 

 Namun demikian, hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah 

satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang bertugas 

menjaga kawasan taman. Dengan luas kawasan Hutan Kota Tibang yang mencapai sekitar 

7,15 hektar, jumlah petugas yang hanya sekitar empat orang dinilai belum memadai untuk 

melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan beberapa area 

taman tidak dapat diawasi secara terus menerus, sehingga membuka peluang terjadinya 

pelanggaran terhadap aturan penggunaan fasilitas. 

 Sebagai contoh, fasilitas playground yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-

anak seringkali digunakan oleh pengunjung dewasa. Penggunaan fasilitas tersebut oleh 

orang dewasa dapat mempercepat kerusakan peralatan permainan serta berpotensi 

menimbulkan risiko keselamatan bagi anak-anak. Petugas lapangan biasanya hanya dapat 

memberikan teguran secara langsung kepada pengunjung yang melanggar aturan tersebut. 

Namun karena keterbatasan jumlah petugas, pengawasan terhadap penggunaan fasilitas 

tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal sepanjang waktu. 
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 Selain keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan juga belum didukung oleh 

sistem administrasi yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat 

mekanisme pencatatan atau dokumentasi terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan 

taman. Setiap pelanggaran biasanya hanya diselesaikan melalui teguran langsung tanpa 

adanya pencatatan resmi atau laporan tertulis. Kondisi ini menyebabkan pihak pengelola 

mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap pola pelanggaran yang sering 

terjadi di kawasan taman. 

 Di samping pengawasan internal, pengelolaan Hutan Kota Tibang juga 

melibatkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemerintah kota serta masyarakat. 

Dalam hal ini, wakil walikota Banda Aceh dan forum komunikasi masyarakat seperti 

forum suara warga juga turut berperan dalam memberikan masukan serta melakukan 

pemantauan terhadap pengelolaan taman. Melalui forum tersebut, masyarakat dapat 

menyampaikan kritik, saran, maupun keluhan terkait kondisi fasilitas maupun pelayanan 

yang tersedia di kawasan taman. 

 Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan ini sebenarnya merupakan salah 

satu bentuk implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Dalam 

perspektif administrasi publik, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dapat 

meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam mengelola fasilitas 

publik. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut 

terhadap masukan masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Beberapa kritik yang 

disampaikan oleh masyarakat, seperti terkait fasilitas wifi yang tidak menjakau keseluruh 

area atau kerusakan pada beberapa fasilitas permainan anak, belum sepenuhnya direspons 

secara cepat oleh pihak pengelola. 
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 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme pengawasan 

terhadap Hutan Kota Tibang telah dilakukan melalui berbagai cara, pelaksanaannya 

masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, 

belum adanya sistem administrasi pengawasan yang terstruktur, serta belum optimalnya 

mekanisme tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. 

c. Penegakan Aturan 

 Selain pengawasan, indikator penting lainnya dalam peran regulator adalah 

penegakan aturan. Penegakan aturan merupakan proses memastikan bahwa setiap 

kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh 

seluruh pihak yang terlibat, baik oleh pengelola kawasan maupun oleh masyarakat 

sebagai pengguna fasilitas publik. Dalam konteks pengelolaan Hutan Kota Tibang, 

penegakan aturan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan 

bahwa fasilitas taman dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

 Secara normatif, penegakan aturan dalam pengelolaan kawasan wisata dan ruang 

terbuka hijau juga berkaitan dengan berbagai regulasi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan 

bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan 

destinasi wisata yang aman, tertib, dan nyaman bagi wisatawan. Selain itu, Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota juga menekankan pentingnya 

pengelolaan kawasan hutan kota yang memperhatikan aspek pemeliharaan dan 

perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan aturan merupakan salah satu 
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instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan kota sebagai ruang 

publik yang ramah lingkungan. 

 Berdasarkan hasil penelitian, penegakan aturan di kawasan Hutan Kota Tibang 

saat ini masih bersifat persuasif dan reaktif. Petugas lapangan biasanya hanya 

memberikan teguran kepada pengunjung yang melakukan pelanggaran terhadap aturan 

penggunaan fasilitas taman. Pelanggaran yang sering terjadi antara lain membuang 

sampah sembarangan, menggunakan fasilitas playground yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya, serta merusak fasilitas taman secara tidak sengaja maupun disengaja. 

 Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh petugas lapangan sebenarnya bertujuan 

untuk menjaga suasana taman agar tetap nyaman dan tidak menimbulkan konflik dengan 

pengunjung. Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena tidak 

memberikan efek jera bagi pelanggar. Tanpa adanya mekanisme sanksi yang jelas, 

sebagian pengunjung cenderung mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh 

pengelola taman. 

 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat sistem 

sanksi administratif yang diterapkan secara formal di kawasan Hutan Kota Tibang. Tidak 

ditemukan adanya ketentuan mengenai denda, peringatan tertulis, maupun bentuk sanksi 

lainnya bagi pengunjung yang melanggar aturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi 

penegakan aturan masih belum berjalan secara optimal karena tidak didukung oleh 

perangkat regulasi yang memadai. 

 Selain itu, penegakan aturan juga menghadapi tantangan terkait implementasi 

standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan fasilitas taman. Berdasarkan hasil 
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observasi dan wawancara, ditemukan beberapa kasus yang menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. 

Salah satu contohnya adalah kondisi fasilitas toilet dan mushola yang baru dibangun 

namun seringkali dalam keadaan terkunci sehingga tidak dapat digunakan oleh 

pengunjung. 

 Secara kebijakan, fasilitas tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi kepentingan 

umum dan seharusnya dapat diakses oleh masyarakat yang berkunjung ke taman. Namun 

dalam praktiknya, keterbatasan jumlah petugas serta kekhawatiran terhadap potensi 

kerusakan fasilitas menyebabkan pengelola seringkali memilih untuk mengunci fasilitas 

tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema antara upaya menjaga fasilitas tetap 

dalam kondisi baik dengan kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut 

secara bebas. 

 Permasalahan lain yang berkaitan dengan penegakan aturan juga terlihat dari 

adanya beberapa fasilitas taman yang mengalami kerusakan dan ketidaksesuaian 

penggunaan, seperti jembatan tajuk ada bagian yang masih berlubang serta penggunaan 

playground oleh orang dewasa. Kritik terkait kondisi tersebut telah beberapa kali 

disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai forum komunikasi, namun hingga saat ini 

belum terdapat mekanisme evaluasi yang sistematis untuk menindaklanjuti keluhan 

tersebut. 

 Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan aturan di kawasan Hutan Kota 

Tibang masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal penyusunan regulasi teknis 

yang lebih jelas, penerapan mekanisme sanksi yang tegas, serta peningkatan kapasitas 
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sumber daya manusia yang bertugas di lapangan. Tanpa adanya sistem penegakan aturan 

yang kuat, upaya pemerintah dalam menjaga kualitas fasilitas serta meningkatkan daya 

tarik kawasan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan akan sulit 

untuk mencapai hasil yang optimal. 

 Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah 

sebagai regulator dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang masih menghadapi berbagai 

tantangan dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan. Meskipun kerangka regulasi 

telah tersedia dari tingkat nasional hingga daerah, implementasi di lapangan masih 

dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya sistem administrasi 

pengawasan yang terstruktur, serta lemahnya mekanisme penegakan aturan. 

Implementasi peran regulator sudah berjalan pada tataran administratif, namun masih 

memerlukan penguatan pada aturan teknis yang spesifik untuk pengelolaan objek wisata. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi teknis serta peningkatan kapasitas 

kelembagaan agar pengelolaan kawasan Hutan Kota Tibang dapat berjalan secara lebih 

efektif dan berkelanjutan. 

 Berdasarkan teori Ryaas Rasyid, peran Regulator DLHK3 dapat dikatakan cukup 

optimal karena penyiapan arah melalui penerbitan peraturan telah terpenuhi dengan 

adanya Perwal No. 50 Tahun 2016. Namun, penilaian ini belum mencapai tingkat 

maksimal karena aspek pengawasan dan penegakan aturan teknis di lapangan masih 

menghadapi tantangan sumber daya manusia dan ketiadaan sanksi yang tegas bagi 

pelanggar ketertiban kawasan. 

4.2.2 Fasilitator 
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 Sebagai fasilitator, pemerintah bertugas menciptakan kondisi kondusif dan 

menjembatani berbagai kepentingan untuk mengoptimalkan pembangunan melalui 

penyediaan sarana dan prasarana. Dalam konteks pengembangan Hutan Kota Tibang 

sebagai ruang publik sekaligus destinasi wisata edukasi dan rekreasi, peran fasilitator 

menjadi salah satu fungsi penting yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Peran ini tidak hanya berkaitan 

dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur serta 

dukungan administratif dan pendanaan yang memungkinkan kawasan Hutan Kota Tibang 

dapat berfungsi secara optimal bagi masyarakat. 

 Sebagai pengelola kawasan, DLHK3 bertanggung jawab memastikan bahwa 

berbagai sarana dan prasarana yang tersedia dapat digunakan oleh pengunjung dengan 

aman, nyaman, dan sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan sebagai ruang terbuka 

hijau yang memiliki nilai ekologis sekaligus sosial. Namun, berdasarkan hasil observasi 

lapangan dan wawancara dengan informan penelitian, ditemukan bahwa implementasi 

peran fasilitator masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi ketersediaan 

fasilitas, mekanisme perawatan, maupun dukungan anggaran dan kerja sama dengan 

pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan, 

pengembangan fasilitas di Hutan Kota Tibang masih berlangsung secara bertahap dan 

belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengunjung. 

a. Penyedia 

 Sebagai penyedia fasilitas, DLHK3 Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya 

untuk menghadirkan sarana dasar yang dapat mendukung aktivitas masyarakat di 
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kawasan Hutan Kota Tibang. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya 

pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau yang tidak hanya 

berfungsi sebagai area konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai tempat rekreasi dan 

interaksi sosial bagi masyarakat. 

 Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, beberapa fasilitas yang telah 

disediakan antara lain jogging track yang mengelilingi kawasan hutan kota, area bermain 

anak (playground), mushola, toilet umum, jembatan penghubung antar area, serta 

kawasan mangrove yang menjadi daya tarik ekowisata. Keberadaan fasilitas ini 

menunjukkan bahwa pemerintah kota berupaya mengembangkan Hutan Kota Tibang 

sebagai ruang publik yang multifungsi. Jogging track, misalnya, menjadi salah satu 

fasilitas yang paling sering digunakan oleh pengunjung, terutama pada pagi dan sore hari. 

Fasilitas ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga 

ringan seperti berjalan kaki, jogging, maupun bersepeda santai di dalam kawasan hutan 

kota yang memiliki suasana alami dan udara yang relatif lebih sejuk dibandingkan 

kawasan perkotaan lainnya. 

 Selain itu, area bermain anak juga menjadi salah satu fasilitas yang cukup menarik 

perhatian pengunjung. Playground yang tersedia di Hutan Kota Tibang disebut oleh pihak 

pengelola sebagai taman bermain yang telah memiliki standar ramah anak. Fasilitas ini 

dirancang untuk memberikan ruang bermain yang aman bagi anak-anak, sekaligus 

menjadi tempat berkumpul bagi keluarga yang datang berkunjung. Kehadiran taman 

bermain tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi 

pada fungsi ekologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan rekreasi bagi 

masyarakat. 
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 Namun demikian, hasil wawancara dengan beberapa pengunjung menunjukkan 

bahwa ketersediaan fasilitas di kawasan ini masih belum merata dan belum sepenuhnya 

memenuhi kebutuhan semua kelompok usia. Sebagian pengunjung menyatakan bahwa  

 “Fasilitas yang tersedia lebih banyak berfokus pada anak-anak, sementara fasilitas 

untuk remaja dan orang dewasa masih sangat terbatas. Misalnya, tidak tersedia 

area olahraga tambahan seperti lapangan kecil, area fitness outdoor, atau ruang 

aktivitas komunitas yang dapat digunakan oleh pengunjung dewasa.”72 

 Selain keterbatasan jenis fasilitas, beberapa sarana yang telah dibangun juga tidak 

berfungsi secara optimal. Salah satu contoh yang sering disoroti oleh pengunjung adalah 

kondisi toilet dan mushola baru yang belum dapat digunakan secara maksimal. 

Berdasarkan keterangan informan dari staf BP2L DLHK3 Banda Aceh menyatakan; 

“Fasilitas tersebut pengoperasionalnya hari-hari terbuka untuk umum tetapi pada 

saat observasi fasilitas tersebut terkunci dan pada pihak kontor mengobservasi 

failitas tersebut juga terkunci namun jika di intruksi untuk terbuka maka fasilitas 

tersebut baru dibuka dan terkadang tidak di buka untuk umun walaupun intruksi 

sebenarnya terbuka untuk umun dan tidak ada aturan juga untuk di tutup. Serta 

terkadang memperioritaskan penggunanaan fasilitas lama yang disebabkan oleh 

teknisi petugas lapangan agar terlihat tetap rapi dan bersih.”73 

 Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang 

menyatakan fasilitas terbuka untuk umum dengan praktik di lapangan yang masih 

bergantung pada instruksi dan preferensi petugas, sehingga akses masyarakat menjadi 

tidak konsisten. 

 
72 Wawancara dengan pengunjung Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 20 November 2025. 
73 Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada 

tanggal 18 November 2025. 
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 Selain itu, jumlah kursi taman yang tersedia di beberapa titik kawasan juga dinilai 

masih kurang. Kursi taman merupakan fasilitas sederhana namun penting dalam 

mendukung kenyamanan pengunjung, terutama bagi mereka yang datang untuk bersantai 

atau menikmati suasana alam di kawasan hutan kota. Dengan luas kawasan yang 

mencapai 7,15 hektar, jumlah kursi yang terbatas menyebabkan pengunjung sering kali 

kesulitan menemukan tempat duduk, terutama pada akhir pekan ketika jumlah 

pengunjung meningkat. 

 Secara keseluruhan, DLHK3 telah berupaya menyediakan berbagai fasilitas dasar 

di Hutan Kota Tibang. Namun, ketersediaan fasilitas tersebut masih memerlukan 

peningkatan, baik dari segi jumlah, variasi, maupun kualitasnya. Tanpa adanya 

pengembangan fasilitas yang lebih komprehensif, potensi Hutan Kota Tibang sebagai 

destinasi wisata edukasi dan rekreasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

b. Perbaikan 

 Selain menyediakan fasilitas, peran fasilitator juga mencakup tanggung jawab 

dalam melakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap berbagai sarana yang telah 

dibangun. Dalam konteks pengelolaan ruang terbuka hijau, perawatan fasilitas 

merupakan aspek yang sangat penting karena fasilitas yang tidak terawat dapat 

menurunkan kualitas pelayanan serta berpotensi membahayakan pengunjung. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas lapangan, perbaikan fasilitas di 

Hutan Kota Tibang dilakukan secara bertahap dan sangat bergantung pada ketersediaan 

anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa tidak semua 
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kerusakan fasilitas dapat segera diperbaiki, terutama jika kerusakan tersebut dianggap 

tidak terlalu mendesak atau masih dapat ditoleransi dalam jangka waktu tertentu. 

 Salah satu contoh perbaikan yang pernah dilakukan adalah perbaikan jembatan 

tajuk dan jembatan yang berada di area kolam. Kedua jembatan tersebut merupakan 

fasilitas penting karena berfungsi sebagai jalur penghubung antar area di dalam kawasan 

hutan kota. Berdasarkan keterangan petugas lapangan yang menyatakan 

“Perbaikan yang dilakukan tergantung dengan anggaran yang dikeluarkan dan 

apabila dilakukan perbaikan biasanya selama 1 bulan atau bahkan tergantung apa 

yang diperbaiki dari tingkat kesulitan atau tidak, terkait ketersediaan anggaran 

yang dikeluarkan untuk perbaikan akan dipilah berdasrkan perbaikan apa yang 

harus diprioritaskan jika anggaran yang dikeluarkan/tersedia terbatas.”74 

 Selain jembatan, fasilitas taman bermain anak juga menjadi salah satu sarana yang 

sering mengalami kerusakan. Hal ini terutama disebabkan oleh penggunaan yang tidak 

sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa permainan 

anak sering digunakan oleh pengunjung dewasa atau remaja yang memiliki berat badan 

jauh melebihi kapasitas alat permainan tersebut 

 Akibatnya, beberapa bagian fasilitas menjadi cepat rusak, seperti perosotan yang 

retak atau rangka permainan yang menjadi longgar. Ketika terjadi kerusakan seperti ini, 

pihak DLHK3 biasanya melakukan perbaikan dengan mempertimbangkan tingkat 

urgensi kerusakan. Jika kerusakan dinilai membahayakan keselamatan pengunjung, maka 

perbaikan akan diprioritaskan. Namun, jika kerusakan dianggap masih ringan, maka 

perbaikan dapat ditunda hingga tersedia anggaran yang memadai. 

 
74 Wawancara dengan petugas lapangan Hutan Kota Tibang, Pada tanggal 24 November 2025. 
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 Masalah lain yang ditemukan dalam proses perbaikan fasilitas adalah tidak adanya 

jadwal perawatan rutin yang terstandar. Dalam praktiknya, pemeliharaan fasilitas lebih 

sering dilakukan setelah muncul laporan kerusakan dari pengunjung atau setelah petugas 

lapangan menemukan kerusakan saat melakukan patroli rutin. Pola seperti ini 

menunjukkan bahwa sistem perawatan fasilitas masih bersifat reaktif, bukan preventif. 

 Kondisi tersebut juga terlihat pada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan 

cukup lama sebelum akhirnya diperbaiki. Misalnya, beberapa papan pada jembatan yang 

berlubang sempat menjadi keluhan pengunjung karena dianggap berbahaya, terutama 

bagi anak-anak yang sering berlari atau bermain di sekitar area tersebut. Hingga saat 

penelitian dilakukan, perbaikan terhadap bagian jembatan yang rusak tersebut belum 

sepenuhnya selesai. 

 Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun DLHK3 memiliki komitmen untuk 

melakukan perbaikan fasilitas, keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi kendala 

utama dalam memastikan seluruh fasilitas dapat terawat dengan baik. Jika kondisi ini 

terus berlanjut, maka kualitas pelayanan di Hutan Kota Tibang berpotensi menurun dan 

dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk berkunjung. 

c. Dukungan Administratif dan Pendanaan 

 Peran fasilitator juga mencakup penyediaan dukungan administratif dan 

pendanaan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai program pengelolaan dan 

pengembangan Hutan Kota Tibang. Tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai 

serta mekanisme administrasi yang jelas, berbagai kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan fasilitas tidak dapat berjalan secara efektif. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DLHK3 menyatakan; 

“Sumber pendanaan utama untuk pengelolaan Hutan Kota Tibang berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh. Anggaran ini 

digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti pembelian alat 

kebersihan, pengadaan bibit tanaman, pemeliharaan taman, serta rehabilitasi 

infrastruktur yang mengalami kerusakan.”75 

 Dalam praktiknya, alokasi anggaran untuk pemeliharaan fasilitas biasanya 

bersifat rutin setiap tahun, sedangkan anggaran untuk rehabilitasi infrastruktur umumnya 

dialokasikan dalam periode dua hingga tiga tahun sekali. Hal ini berarti bahwa proyek 

perbaikan besar, seperti renovasi jembatan atau pembangunan fasilitas baru, tidak dapat 

dilakukan setiap tahun karena harus menyesuaikan dengan prioritas anggaran pemerintah 

daerah. 

 Selain pendanaan dari APBK, sebelumnya Hutan Kota Tibang juga pernah 

mendapatkan dukungan dari sektor swasta melalui program Corporate Social 

Responsibility (CSR). Salah satu mitra yang pernah berkontribusi adalah Bank Negara 

Indonesia (BNI). Melalui program CSR tersebut, beberapa fasilitas di kawasan hutan kota 

dapat dibangun atau diperbaiki dengan bantuan dana dari pihak perbankan. 

 Namun, kerja sama tersebut berhenti pada tahun 2020 seiring dengan perubahan 

kebijakan pemerintah daerah yang mengarahkan kerja sama dengan lembaga keuangan 

berbasis syariah. Akibatnya, dukungan pendanaan dari BNI tidak lagi berlanjut, dan 

DLHK3 harus mencari mitra baru untuk melanjutkan program pengembangan fasilitas. 

 
75 Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada 

tanggal 18 November 2025. 
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 Saat ini, pihak DLHK3 sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Bank 

Syariah Indonesia (BSI) untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui skema CSR. 

Namun, berdasarkan informasi dari informan penelitian, proses kerja sama tersebut masih 

berada pada tahap awal dan belum menghasilkan kesepakatan yang konkret. 

 Selain dukungan dari sektor perbankan, DLHK3 juga pernah menerima bantuan 

dari Dinas Pariwisata melalui program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi 

wisata. Bantuan tersebut berupa alat kebersihan dan bibit tanaman yang digunakan untuk 

memperindah kawasan Hutan Kota Tibang. Program ini merupakan bagian dari upaya 

pemerintah untuk mendorong pengembangan wisata berbasis lingkungan di Kota Banda 

Aceh. 

 Di sisi administratif, DLHK3 juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi 

masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau masukan terkait kondisi fasilitas di 

Hutan Kota Tibang. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui forum suara warga 

atau melalui jalur komunikasi resmi yang disediakan oleh pemerintah kota. 

 Meskipun mekanisme pengaduan telah tersedia, beberapa pengunjung 

menyatakan bahwa tindak lanjut terhadap laporan yang mereka sampaikan masih 

tergolong lambat. Misalnya, keluhan mengenai lampu taman yang mati atau fasilitas yang 

terkunci sering kali membutuhkan waktu cukup lama sebelum akhirnya diperbaiki atau 

dibuka kembali untuk umum. 

 Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan administratif telah tersedia 

secara formal, efektivitasnya dalam merespons kebutuhan masyarakat masih perlu 

ditingkatkan. Jika sistem pengaduan dapat dikelola dengan lebih responsif, maka berbagai 
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permasalahan fasilitas dapat segera ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih 

besar terhadap kenyamanan pengunjung. 

 Secara keseluruhan, peran DLHK3 Banda Aceh sebagai fasilitator dalam 

pengembangan Hutan Kota Tibang telah menunjukkan adanya upaya untuk menyediakan 

fasilitas, melakukan perbaikan, serta mengelola dukungan administratif dan pendanaan. 

Namun, keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta mekanisme perawatan yang 

belum terstandar menjadi kendala utama yang perlu diatasi agar pengelolaan kawasan ini 

dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang. 

 Berdasarkan teori Ryaas Rasyid, peran fasilitator DLHK3 dapat dinilai telah 

berjalan dengan baik karena penyediaan fasilitas publik untuk menunjang kenyamanan 

masyarakat telah terpenuhi. Meski demikian, secara keseluruhan masih diperlukan 

penguatan, terutama dalam menjaga konsistensi alokasi anggaran pemeliharaan, agar 

fasilitas yang tersedia tidak mengalami penurunan kualitas yang berpotensi mengurangi 

minat kunjungan wisatawan. 

4.2.3 Dinamisator 

 Peran dinamisator menitikberatkan pada kemampuan pemerintah dalam 

mendorong dan menggerakkan partisipasi multipihak serta memelihara dinamika 

Pembangunan. Dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis lingkungan seperti Hutan 

Kota Tibang, peran dinamisator memiliki posisi yang sangat penting. Peran ini berkaitan 

dengan kemampuan institusi pemerintah dalam menggerakkan berbagai pihak untuk 

terlibat secara aktif dalam pengembangan kawasan, baik melalui partisipasi masyarakat 

maupun melalui penciptaan inovasi yang berkelanjutan. Dalam konteks administrasi 

publik, fungsi dinamisator tidak hanya sekadar mengelola fasilitas atau menetapkan 
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kebijakan, tetapi juga menciptakan ekosistem kolaboratif yang memungkinkan berbagai 

aktor masyarakat, akademisi, sektor swasta, serta komunitas berkontribusi dalam 

pengelolaan kawasan secara bersama-sama. 

 Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran Dinas Lingkungan Hidup, 

Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh sebagai dinamisator dalam 

pengembangan Hutan Kota Tibang masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Partisipasi 

masyarakat yang diharapkan dapat menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan kawasan 

masih bersifat terbatas dan belum terorganisasi secara sistematis. Di sisi lain, berbagai 

upaya inovasi yang pernah dilakukan belum mampu berkembang menjadi program 

berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan maupun daya tarik wisata 

kawasan tersebut. 

 Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Hutan Kota Tibang memiliki potensi 

besar sebagai ruang terbuka hijau sekaligus destinasi wisata edukasi, peran dinamisator 

yang dijalankan oleh DLHK3 masih memerlukan penguatan agar pengembangan 

kawasan dapat berjalan secara lebih partisipatif dan inovatif. 

a. Partisipasi 

 Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan 

ruang publik, khususnya pada kawasan yang memiliki fungsi ekologis sekaligus sosial 

seperti Hutan Kota Tibang. Dalam konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan, 

keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor kunci karena masyarakat tidak hanya 

berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang turut menjaga 

keberlanjutan kawasan tersebut. 
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 Namun, berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan Hutan Kota Tibang masih tergolong rendah dan belum terorganisasi secara 

optimal. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan kota sebenarnya memiliki 

kedekatan geografis yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam 

berbagai kegiatan pengelolaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, keterlibatan tersebut 

masih terbatas pada peran-peran tertentu yang bersifat informal dan tidak terintegrasi 

dalam sistem pengelolaan kawasan. 

 Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang paling terlihat adalah peran warga 

sekitar sebagai pengelola parkir di area Hutan Kota Tibang. Berdasarkan keterangan 

informan penelitian,yaitu: 

“Sebagian besar petugas parkir dan petugas lapangan merupakan warga asli dari 

wilayah Tibang.” 76 

 Keterlibatan ini pada dasarnya merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat 

lokal yang memberikan peluang ekonomi bagi warga sekitar. Melalui kegiatan 

pengelolaan parkir, masyarakat dapat memperoleh tambahan penghasilan dari aktivitas 

kunjungan wisata di kawasan tersebut. 

 Meskipun demikian, peran masyarakat sebagai pengelola parkir masih bersifat 

terbatas dan belum mencerminkan partisipasi yang lebih luas dalam pengelolaan 

kawasan. Masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam kegiatan lain seperti 

 
76 Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada 

tanggal 18 November 2025. 
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pengelolaan fasilitas wisata, pemeliharaan lingkungan, atau pengembangan program 

edukasi lingkungan bagi pengunjung. 

 Di sisi lain, terdapat upaya yang lebih progresif melalui keterlibatan komunitas 

lingkungan, khususnya Sahabat Hijau (SAHI), yang berperan sebagai mitra pemerintah 

sejak tahun 2017. Melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari 

BNI, komunitas ini tidak hanya berfokus pada pemeliharaan kawasan, tetapi juga 

mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi dan 

lingkungan. Masyarakat dilibatkan dalam produksi pupuk organik dari limbah daun 

kering yang dihasilkan kawasan hutan, dengan capaian produksi rata-rata sekitar 1.500 

kg atau setara Rp3 juta per minggu. Selain itu, masyarakat juga berkontribusi melalui 

penyediaan produk makanan ringan yang dipasarkan di area wisata77. 

 Namun, kegiatan tersebut tidak berlangsung secara rutin dan tidak berkembang 

menjadi program partisipatif yang berkelanjutan. Setelah kerja sama tersebut berakhir, 

kegiatan penanaman pohon yang melibatkan masyarakat juga semakin jarang dilakukan. 

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bergantung pada kegiatan atau 

program tertentu yang bersifat sementara. 

 Faktor lain yang menunjukkan masih terbatasnya partisipasi masyarakat adalah 

tidak adanya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang aktif di kawasan Hutan Kota 

Tibang. Pokdarwis merupakan salah satu bentuk kelembagaan masyarakat yang biasanya 

dibentuk untuk mendukung pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Melalui 

 
77 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, “Hutan Kota Tibang, Paru-

paru Banda Aceh yang Hasilkan 37 Ton Oksigen/Hari”, 2020, diakses melalui Buka artikel pada 26 April 

2026. 

https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2020/09/07/hutan-kota-tibang-paru-paru-banda-aceh-yang-hasilkan-37-ton-oksigen-hari/?utm_source=chatgpt.com
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Pokdarwis, masyarakat dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti pengelolaan 

fasilitas wisata, promosi destinasi, penyelenggaraan kegiatan budaya, hingga edukasi 

lingkungan kepada pengunjung. 

 Ketidakhadiran Pokdarwis di kawasan Hutan Kota Tibang menyebabkan tidak 

adanya wadah yang dapat mengorganisasi partisipasi masyarakat secara sistematis. 

Akibatnya, berbagai potensi kontribusi masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara 

maksimal dalam pengembangan kawasan tersebut. 

 Pemerintah kota sebenarnya telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasi melalui forum yang dikenal sebagai forum suara warga. Forum 

ini merupakan salah satu inisiatif pemerintah daerah yang bertujuan untuk menampung 

berbagai masukan, keluhan, maupun usulan dari masyarakat terkait pelayanan publik, 

termasuk pengelolaan ruang terbuka hijau. 

 Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai permasalahan 

yang mereka temui di lapangan, seperti kerusakan fasilitas, kebersihan kawasan, atau 

kebutuhan akan fasilitas tambahan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan penelitian, forum ini lebih banyak berfungsi sebagai saluran komunikasi antara 

masyarakat dan pemerintah, bukan sebagai mekanisme yang mendorong keterlibatan 

langsung masyarakat dalam kegiatan operasional pengelolaan kawasan. 

 Dengan kata lain, partisipasi masyarakat masih berada pada tahap konsultatif, di 

mana masyarakat hanya memberikan masukan atau kritik terhadap kebijakan yang telah 

dibuat oleh pemerintah. Sementara itu, partisipasi dalam bentuk kolaborasi aktif atau 

pengelolaan bersama masih belum berkembang secara signifikan. 
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 Upaya lain yang pernah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pengunjung 

adalah pemberian lembaran tata tertib kepada pengunjung yang masuk melalui area 

parkir. Lembaran tersebut berisi berbagai aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung, 

seperti larangan membuang sampah sembarangan, larangan merusak fasilitas taman, serta 

kewajiban menjaga kebersihan kawasan. 

 Namun, menurut petugas lapangan, kebijakan tersebut saat ini sudah tidak lagi 

diterapkan karena dianggap tidak efektif dalam mengubah perilaku pengunjung. Banyak 

pengunjung yang tetap melanggar aturan meskipun telah diberikan informasi mengenai 

tata tertib yang berlaku di kawasan tersebut. 

 Situasi ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

pengunjung dalam menjaga kawasan hutan kota masih menghadapi tantangan yang cukup 

besar. Tanpa adanya strategi yang lebih inovatif dan partisipatif, sulit bagi pengelola 

untuk menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) dari masyarakat terhadap kawasan 

tersebut. 

b. Inovasi 

 Selain mendorong partisipasi masyarakat, peran dinamisator juga tercermin dari 

kemampuan institusi pemerintah dalam menciptakan inovasi pengelolaan yang dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan dan daya tarik destinasi wisata. Inovasi menjadi penting 

karena pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan tidak hanya memerlukan 

pendekatan administratif, tetapi juga kreativitas dalam menghadirkan pengalaman yang 

menarik bagi pengunjung. 
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 Berdasarkan hasil penelitian, DLHK3 Banda Aceh sebenarnya pernah melakukan 

beberapa upaya inovasi dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang yaitu: 

“Salah satu inovasi yang pernah dikembangkan adalah pembuatan aplikasi digital 

yang berfungsi sebagai media informasi bagi pengunjung. Aplikasi ini dirancang 

untuk memberikan berbagai informasi mengenai kawasan hutan kota, seperti peta 

lokasi fasilitas, informasi kegiatan, serta edukasi mengenai pentingnya pelestarian 

lingkungan.” 

 Melalui aplikasi tersebut, pengunjung diharapkan dapat memperoleh informasi 

yang lebih lengkap mengenai kawasan Hutan Kota Tibang sebelum atau selama 

melakukan kunjungan. Inovasi ini pada dasarnya merupakan langkah yang cukup 

progresif karena memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

wisata. 

 Namun, dalam perkembangannya aplikasi tersebut tidak lagi berfungsi secara 

aktif. Berdasarkan keterangan informan penelitian menyatakan bahwasannya:  

“Server aplikasi tersebut dikelola oleh pihak pemerintah kota dan tidak dilakukan 

perpanjangan kontrak pemeliharaan. Akibatnya, aplikasi tersebut tidak dapat lagi 

digunakan oleh pengunjung.”78 

 Selain inovasi berbasis teknologi, DLHK3 juga pernah melakukan kolaborasi 

dengan pihak akademisi dalam proses perencanaan pengembangan kawasan Hutan Kota 

Tibang. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah keterlibatan Universitas Syiah 

Kuala dalam penyusunan masterplan pengembangan kawasan pada tahun 2017. Dalam 

 
78 Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada 

tanggal 18 November 2025. 
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proses tersebut, akademisi memberikan berbagai masukan terkait konsep pengembangan 

kawasan yang dapat mengintegrasikan fungsi ekologis, edukatif, dan rekreatif. 

 Masterplan yang disusun oleh akademisi tersebut sebenarnya diharapkan dapat 

menjadi panduan jangka panjang dalam pengembangan Hutan Kota Tibang. Namun, 

dalam praktiknya, implementasi dari masterplan tersebut belum berjalan secara optimal. 

Kolaborasi dengan pihak akademisi juga tidak berlanjut dalam bentuk kerja sama yang 

lebih intensif, seperti penelitian lanjutan atau program pengembangan berbasis riset. 

 Beberapa inovasi lain juga pernah dilakukan melalui kerja sama dengan instansi 

pemerintah lainnya. Salah satunya adalah kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan 

Arsip yang menyediakan pojok baca di kawasan Hutan Kota Tibang. Pojok baca ini 

bertujuan untuk meningkatkan minat literasi masyarakat sekaligus memberikan alternatif 

aktivitas edukatif bagi pengunjung yang datang ke kawasan tersebut. 

 Selain itu, beberapa kegiatan peduli lingkungan juga pernah dilaksanakan oleh 

mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kegiatan tersebut meliputi penanaman pohon, 

kegiatan yang dilakukan oleh organisani kampus seperti Lembaga Dakwah Kampus 

(LDK) serta program edukasi lingkungan bagi pengunjung. Kegiatan-kegiatan ini 

menunjukkan adanya potensi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas 

dalam pengelolaan kawasan hutan kota. 

 Namun demikian, sebagian besar kegiatan inovatif tersebut masih bersifat 

insidental dan tidak berkembang menjadi program yang berkelanjutan. Misalnya, 

kegiatan penanaman pohon sering kali hanya dilakukan pada momen tertentu, seperti 

peringatan hari lingkungan hidup atau kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. 
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 Selain itu, Hutan Kota Tibang juga belum memiliki agenda kegiatan tahunan yang 

dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berkunjung secara rutin. Beberapa 

kegiatan seperti senam bersama ibu-ibu atau kegiatan penanaman pohon seluruh 

Indonesia (Tehirul) memang pernah dilaksanakan di kawasan tersebut. Akan tetapi, 

kegiatan tersebut lebih banyak berasal dari inisiatif pihak luar dan tidak dikelola secara 

sistematis oleh DLHK3 sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan. 

 Ketiadaan program inovasi yang berkelanjutan menyebabkan potensi Hutan Kota 

Tibang sebagai ruang publik yang dinamis belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

Jika kawasan ini memiliki agenda kegiatan rutin, seperti festival lingkungan, program 

edukasi alam bagi anak-anak, atau kegiatan komunitas kreatif, maka Hutan Kota Tibang 

dapat berkembang menjadi ruang publik yang lebih hidup dan menarik bagi masyarakat. 

 Secara keseluruhan, peran DLHK3 Banda Aceh sebagai dinamisator dalam 

pengembangan Hutan Kota Tibang masih perlu diperkuat. Partisipasi masyarakat yang 

masih terbatas serta inovasi yang belum berkelanjutan menjadi tantangan utama dalam 

pengelolaan kawasan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, diperlukan 

strategi yang lebih sistematis dalam mengorganisasi partisipasi masyarakat serta 

menciptakan inovasi program yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan 

demikian, Hutan Kota Tibang tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi 

juga sebagai ruang publik yang aktif, partisipatif, dan inovatif bagi masyarakat Kota 

Banda Aceh. 

 Berdasarkan teori Ryaas Rasyid, peran Dinamisator DLHK3 dapat dikatakan 

belum optimal karena indikator penggerakan partisipasi multipihak belum menyentuh 
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seluruh lapisan stakeholder secara konsisten. Penilaian ini didasari pada fakta bahwa 

dinamika pembangunan masih didominasi oleh inisiatif pemerintah dan CSR, sementara 

modal sosial dari masyarakat lokal (Pokdarwis) belum diberdayakan sebagai penggerak 

utama aktivitas di kawasan wisata. 

4.2.4 Katalisator 

 Dalam pengembangan suatu destinasi wisata, peran katalisator menjadi salah satu 

fungsi penting yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Peran ini berkaitan dengan 

kemampuan institusi pemerintah dalam mempercepat proses pengembangan destinasi 

melalui berbagai strategi, seperti promosi, kolaborasi lintas sektor, serta pembangunan 

citra destinasi (branding). Fungsi katalisator pada dasarnya menempatkan pemerintah 

tidak hanya sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai penggerak utama yang 

mampu mempertemukan berbagai aktor dan sumber daya untuk mendorong 

perkembangan suatu kawasan wisata secara lebih cepat dan terarah. 

 Dalam konteks pengembangan Hutan Kota Tibang di Kota Banda Aceh, Dinas 

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) diharapkan dapat 

memainkan peran tersebut dengan menciptakan berbagai strategi yang mampu 

meningkatkan daya tarik kawasan, memperluas jejaring kerja sama, serta membangun 

identitas destinasi yang kuat. Peran ini menjadi semakin penting mengingat Hutan Kota 

Tibang memiliki potensi besar sebagai ruang terbuka hijau yang tidak hanya berfungsi 

sebagai area konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukasi dan 

rekreasi bagi masyarakat. 
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 Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peran DLHK3 

sebagai katalisator dalam pengembangan Hutan Kota Tibang masih belum berjalan secara 

optimal. Beberapa fungsi yang seharusnya dapat mempercepat perkembangan destinasi, 

seperti promosi wisata, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pembangunan branding 

destinasi, masih dilakukan secara terbatas dan belum terstruktur dalam suatu strategi 

pengembangan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan potensi wisata yang dimiliki oleh 

Hutan Kota Tibang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah 

kunjungan maupun memperkuat posisi kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi 

wisata di Kota Banda Aceh. 

a. Promosi 

 Promosi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan destinasi 

wisata. Melalui kegiatan promosi yang efektif, suatu destinasi dapat dikenal oleh 

masyarakat luas sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dalam 

pengelolaan destinasi wisata modern, promosi biasanya dilakukan melalui berbagai 

media, seperti media sosial, situs web resmi, aplikasi digital, hingga kerja sama dengan 

media massa dan komunitas wisata. 

 Namun, berdasarkan hasil penelitian menyatakan: 

“Kegiatan promosi terhadap Hutan Kota Tibang masih dilakukan secara tidak 

langsung dan belum didukung oleh strategi promosi yang terencana secara formal. 

DLHK3 sebagai pengelola kawasan tidak memiliki program promosi khusus yang 

secara sistematis memperkenalkan Hutan Kota Tibang kepada masyarakat. 

Sebagian besar informasi mengenai kawasan tersebut justru tersebar melalui 
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rekomendasi dari mulut ke mulut di antara masyarakat yang pernah 

berkunjung.”79 

 Hal ini menunjukkan bahwa popularitas Hutan Kota Tibang lebih banyak 

berkembang secara organik melalui pengalaman pengunjung, bukan melalui strategi 

promosi yang dirancang oleh pengelola. Banyak pengunjung yang mengetahui 

keberadaan Hutan Kota Tibang dari teman, keluarga, atau rekan kerja yang pernah 

mengunjungi kawasan tersebut sebelumnya. 

 Selain melalui rekomendasi langsung, penyebaran informasi mengenai Hutan 

Kota Tibang juga banyak terjadi melalui konten digital yang dibuat oleh pengunjung, 

seperti vlog perjalanan, video pendek, serta unggahan foto di berbagai platform media 

sosial. Konten-konten tersebut secara tidak langsung berfungsi sebagai media promosi 

karena menampilkan berbagai sudut kawasan hutan kota yang menarik untuk dikunjungi. 

 Di sisi lain, terdapat upaya promosi yang dilakukan oleh DLHK3, meskipun 

belum terkelola secara optimal. Contoh nyata terlihat pada pemanfaatan media sosial 

resmi seperti Instagram (@dlhk3_bandaaceh) dan situs web instansi sebagai sarana 

penyebaran informasi. Selain itu, DLHK3 juga memanfaatkan momentum event tertentu, 

seperti peringatan Hari Bumi, serta mengaitkan promosi kawasan dengan program 

branding daerah “The Light of Aceh” untuk meningkatkan daya tarik kunjungan. 

 Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut belum terintegrasi dalam strategi 

promosi yang berkelanjutan. Padahal, Hutan Kota Tibang memiliki potensi yang cukup 

besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Kawasan ini 

 
79 Wawancara dengan staf bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan DLHK3 Banda Aceh, Pada 

tanggal 18 November 2025. 
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tidak hanya menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi 

edukasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya pelestarian lingkungan. Tanpa adanya strategi promosi yang menonjolkan 

aspek tersebut, potensi edukatif dari kawasan ini menjadi kurang dikenal oleh masyarakat 

luas. 

 Salah satu inovasi promosi yang pernah dilakukan oleh pemerintah kota adalah 

pengembangan aplikasi digital yang berfungsi sebagai pemandu wisata bagi pengunjung 

Hutan Kota Tibang. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan berbagai informasi 

mengenai fasilitas yang tersedia, peta kawasan, serta panduan aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh pengunjung selama berada di kawasan hutan kota. 

 Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, aplikasi 

tersebut saat ini sudah tidak lagi berfungsi karena server yang digunakan untuk 

mengoperasikannya tidak diperpanjang masa pemeliharaannya. Pengelolaan server 

tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah kota, sehingga ketika kontrak 

pemeliharaan berakhir, aplikasi tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh masyarakat. 

 Tidak berfungsinya aplikasi tersebut menunjukkan bahwa inovasi promosi yang 

pernah dilakukan belum diikuti dengan upaya pemeliharaan dan pengembangan yang 

berkelanjutan. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sebenarnya 

dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan destinasi wisata kepada 

masyarakat, terutama melalui integrasi dengan media sosial dan platform pariwisata 

daring. 
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 Selain itu, DLHK3 juga belum memanfaatkan secara optimal media sosial resmi 

yang dimilikinya sebagai sarana promosi destinasi. Akun media sosial instansi tersebut 

lebih banyak digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan internal dinas 

atau program pemerintah kota, sementara promosi mengenai potensi wisata Hutan Kota 

Tibang masih sangat terbatas. 

 Akibatnya, tingkat kunjungan ke Hutan Kota Tibang sangat bergantung pada 

faktor musiman, seperti akhir pekan atau hari libur nasional. Pada hari-hari tersebut, 

jumlah pengunjung biasanya meningkat karena masyarakat memanfaatkan waktu luang 

untuk berwisata bersama keluarga. Sebaliknya, pada hari kerja atau hari biasa, jumlah 

pengunjung relatif lebih sedikit karena tidak ada program promosi atau kegiatan khusus 

yang dapat menarik minat masyarakat untuk datang. 

 Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya strategi promosi yang terencana dan 

berkelanjutan, sulit bagi Hutan Kota Tibang untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

secara konsisten sepanjang tahun. 

b. Kolaborasi 

 Selain promosi, peran katalisator juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah 

dalam membangun kolaborasi lintas sektor yang dapat mempercepat proses 

pengembangan destinasi wisata. Dalam konsep pengelolaan pariwisata modern, 

kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi salah 

satu kunci keberhasilan pengembangan destinasi wisata. 

 Berdasarkan hasil penelitian, DLHK3 Banda Aceh sebenarnya telah menjalin 

berbagai bentuk kerja sama dengan sejumlah instansi pemerintah maupun pihak swasta 
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dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang. Namun, kerja sama tersebut masih bersifat parsial 

dan belum terintegrasi dalam suatu kerangka kolaborasi yang sistematis. 

 Beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan dan etiap 

instansi memiliki peran yang berbeda sesuai dengan kewenangan masing-masing, antara 

lain sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Quadruple Helix 

Quadruple Helix Pihak 

Pemerintah 

Dinas Pariwisata 

Dinas PUPR 

Dinas Perhubungan 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh 

Dinas Pendidikan 

BAPPEDA 

Sektretaris Daerah 

Walikota Banda Aceh 

Insdustri 

Bank Negara Indonesia 

Bank Syariah indonesia 

Toko bunga 

Masyarakat 

Warga Tibang 

Masyarakat Sekitar Hutan kota Tibang 

Masyarakat Tibang 

Pengunjung 

Akademik 

Universitas Sains Malaysia 

Universitas Syiah kuala 

UIN Ar- Raniry 

Sumber : Hasil Wawancara  

 Sebagai contoh, Dinas Perhubungan terlibat dalam pengelolaan sistem parkir yang 

berada di kawasan Hutan Kota Tibang. Pengelolaan parkir tersebut tidak hanya berkaitan 

dengan pengaturan kendaraan pengunjung, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan 

pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi parkir. 
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 Sementara itu, Dinas PUPR berperan dalam melakukan perbaikan atau 

pembangunan infrastruktur tertentu, seperti jembatan penghubung di dalam kawasan 

hutan kota. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas 

pengunjung di dalam kawasan. 

 Selain kerja sama dengan instansi pemerintah, DLHK3 juga pernah menjalin 

kolaborasi dengan pihak perbankan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR). Beberapa bank yang pernah terlibat antara lain Bank Negara Indonesia (BNI), 

Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Mandiri. 

 Namun, salah satu kendala yang dihadapi dalam kolaborasi tersebut adalah 

adanya permasalahan terkait status aset yang masih berkaitan dengan pihak BNI. 

Permasalahan ini menyebabkan beberapa program kerja sama tidak dapat dilanjutkan 

secara optimal karena masih menunggu penyelesaian administrasi yang berkaitan dengan 

kepemilikan fasilitas di kawasan tersebut. 

 Selain sektor pemerintah dan swasta, kolaborasi dengan pihak akademisi juga 

pernah dilakukan dalam bentuk penyusunan masterplan pengembangan kawasan bersama 

Universitas Syiah Kuala. Namun, kerja sama tersebut lebih banyak berfokus pada tahap 

perencanaan dan belum berkembang menjadi program penelitian atau edukasi yang 

berkelanjutan. 

 Padahal, keterlibatan akademisi sebenarnya dapat memberikan kontribusi besar 

dalam pengembangan kawasan hutan kota, misalnya melalui penelitian tentang 

keanekaragaman hayati, pengembangan program edukasi lingkungan, atau penyusunan 

strategi pengelolaan wisata berbasis ekologi. 
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 Secara keseluruhan, berbagai bentuk kolaborasi yang telah dilakukan 

menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan Hutan 

Kota Tibang. Namun, kolaborasi tersebut masih belum terintegrasi dalam suatu sistem 

kerja sama yang komprehensif seperti yang digambarkan dalam konsep quadruple helix, 

yaitu sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam 

pengembangan destinasi wisata. 

c. Branding 

 Aspek terakhir dalam peran katalisator adalah pembangunan branding destinasi. 

Branding merupakan proses membangun identitas dan citra yang khas bagi suatu 

destinasi wisata sehingga mudah dikenali oleh masyarakat dan memiliki daya saing 

dengan destinasi lain. 

 Berdasarkan hasil penelitian, branding Hutan Kota Tibang sebagai destinasi 

wisata di Kota Banda Aceh masih belum terbentuk secara kuat. Sebagian besar 

masyarakat lebih mengenal kawasan ini dengan sebutan “Hutan Kota BNI”, yang 

merujuk pada keterlibatan pihak perbankan dalam pembangunan fasilitas pada masa 

sebelumnya. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa identitas kawasan lebih banyak 

dipengaruhi oleh sejarah kerja sama dengan pihak swasta dibandingkan oleh strategi 

branding yang dirancang oleh pemerintah daerah. 

 Selain itu, sebagian masyarakat juga mengenal Hutan Kota Tibang hanya sebagai 

tempat bermain anak atau lokasi untuk melakukan aktivitas olahraga ringan seperti 

jogging dan berjalan santai. Meskipun fungsi tersebut memang merupakan bagian dari 
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tujuan pengembangan kawasan, citra tersebut belum sepenuhnya mencerminkan potensi 

Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata edukasi berbasis lingkungan. 

 DLHK3 sebagai pengelola kawasan juga belum memiliki identitas visual yang 

konsisten untuk mempromosikan Hutan Kota Tibang. Tidak terdapat tagline resmi, logo 

promosi, maupun konsep komunikasi visual yang dapat memperkuat citra destinasi 

tersebut di mata masyarakat. 

 Padahal, kawasan ini sebenarnya memiliki beberapa keunggulan yang dapat 

dijadikan sebagai elemen branding. Salah satu di antaranya adalah penghargaan sebagai 

taman bermain ramah anak tingkat nasional yang disebut sebagai satu-satunya di wilayah 

Sumatera. Penghargaan ini menunjukkan bahwa fasilitas bermain anak di kawasan 

tersebut telah memenuhi standar tertentu yang diakui secara nasional. 

 Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alat 

promosi untuk memperkuat citra Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata keluarga 

yang aman dan ramah anak. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung, sebagian besar memberikan 

penilaian positif terhadap kawasan tersebut dengan rating berkisar antara 7 hingga 10. 

Penilaian ini biasanya didasarkan pada faktor kenyamanan lingkungan, suasana yang asri, 

serta ketersediaan ruang terbuka untuk bersantai bersama keluarga. 

 Meskipun demikian, rekomendasi yang diberikan oleh pengunjung lebih banyak 

didasarkan pada pengalaman pribadi, bukan karena adanya citra destinasi yang kuat di 

benak masyarakat. Tanpa adanya branding yang jelas, Hutan Kota Tibang akan sulit 
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bersaing dengan destinasi wisata lain di Kota Banda Aceh yang memiliki identitas dan 

strategi promosi yang lebih kuat. 

 Oleh karena itu, penguatan branding menjadi salah satu langkah penting yang 

perlu dilakukan oleh DLHK3 dalam upaya mengembangkan Hutan Kota Tibang sebagai 

destinasi wisata yang lebih dikenal dan memiliki daya tarik yang lebih luas bagi 

masyarakat. 

 Secara menyeluruh, peran katalisator pemerintah ditunjukkan melalui 

kemampuan mempercepat proses pembangunan dengan cara mendorong sinergi antar 

aktor, menciptakan inovasi, serta membangun daya tarik (attractiveness) suatu sektor. 

Indikator utama dalam peran ini meliputi efektivitas promosi, kekuatan kolaborasi lintas 

sektor, dan keberhasilan membangun citra atau branding destinasi. Dalam konteks Hutan 

Kota Tibang, ketiga indikator tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. 

Promosi masih bersifat sporadis, kolaborasi belum terintegrasi secara sistematis, dan 

branding destinasi belum terbentuk secara kuat di benak masyarakat. 

 Berdasarkan teori Ryaas Rasyid, peran Katalisator DLHK3 dapat dikatakan cukup 

optimal pada aspek kemitraan, namun lemah pada aspek strategi pemasaran. Indikator 

percepatan pengembangan potensi telah terpenuhi melalui keterlibatan sektor industri 

(CSR), namun penilaian secara umum menunjukkan bahwa DLHK3 belum sepenuhnya 

menjadi "agen pengubah" yang mampu menciptakan tren kunjungan yang stabil di luar 

hari libur nasional karena minimnya inovasi event rutin yang berdaya saing. 
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BAB V 

 PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Lingkungan 

Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh dalam pengembangan 

Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran DLHK3 dalam Pengembangan Hutan Kota Tibang 

Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan 

Keindahan Kota Banda Aceh dalam pengembangan Hutan Kota Tibang telah 

dilaksanakan melalui empat dimensi utama, yaitu regulator, fasilitator, 

dinamisator, dan katalisator. Namun demikian, secara evaluatif, implementasi 

keempat peran tersebut belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam 

mendorong pengembangan kawasan secara komprehensif. Pada dimensi 

regulator, meskipun telah mengacu pada regulasi yang berlaku, belum tersedia 

kebijakan teknis yang spesifik dan terintegrasi sebagai pedoman pengembangan 

destinasi wisata berbasis lingkungan, sehingga arah pengembangan masih bersifat 

parsial. 

Pada dimensi fasilitator, penyediaan sarana dan prasarana dasar telah dilakukan, 

namun kualitas pemeliharaan dan pengembangannya belum memadai akibat 

keterbatasan sumber daya. Selanjutnya, pada dimensi dinamisator, upaya dalam 

mendorong partisipasi masyarakat serta menjalin kerja sama dengan pihak 

akademisi telah dilaksanakan, tetapi belum terorganisir secara sistematis dan 
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belum menghasilkan inovasi yang signifikan. Sementara itu, pada dimensi 

katalisator, kegiatan promosi dan kolaborasi lintas sektor telah dilakukan, namun 

belum didukung oleh strategi yang terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, 

peran yang dijalankan masih cenderung bersifat administratif dan belum 

sepenuhnya berorientasi pada penguatan daya saing destinasi wisata. 

2. Kendala dalam Pengembangan Hutan Kota Tibang 

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan Hutan Kota Tibang meliputi 

keterbatasan anggaran yang berdampak pada terbatasnya pengembangan 

infrastruktur dan program inovatif, serta keterbatasan sumber daya manusia yang 

memengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan. Selain itu, pengawasan terhadap 

fasilitas yang belum optimal menyebabkan menurunnya kualitas sarana yang 

tersedia. 

Di samping itu, pemanfaatan potensi wisata yang ada belum dilakukan secara 

maksimal, baik dari aspek promosi, pengemasan daya tarik wisata, maupun 

penguatan identitas destinasi. Kendala administratif, seperti belum terintegrasinya 

kebijakan dan kerja sama lintas sektor, turut menjadi faktor yang menghambat 

percepatan pengembangan kawasan. Secara keseluruhan, kendala-kendala 

tersebut mencerminkan adanya keterbatasan struktural dan manajerial dalam 

pengelolaan Hutan Kota Tibang. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran DLHK3 Banda Aceh dalam 

pengembangan Hutan Kota Tibang masih lebih berorientasi pada aspek pemeliharaan 

lingkungan dibandingkan pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata. Oleh karena 
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itu, diperlukan penguatan strategi, kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor untuk 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki kawasan tersebut. 

5.2 Saran 

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3) 

Banda Aceh 

Disarankan agar DLHK3 Banda Aceh bersama Pemerintah Kota Banda Aceh 

menyusun kembali kebijakan teknis berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) yang 

secara khusus mengatur pengelolaan Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata 

berbasis lingkungan guna mengatasi belum adanya regulasi yang terintegrasi. 

Selain itu, perlu dilakukan penambahan jumlah petugas lapangan yang 

disesuaikan dengan luas kawasan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya 

manusia yang berdampak pada kurang optimalnya pengawasan dan pemeliharaan 

fasilitas. Dalam aspek inovasi, pengaktifan kembali serta penyempurnaan aplikasi 

digital sebagai media edukasi dan pemandu wisata menjadi penting, mengingat 

aplikasi sebelumnya tidak lagi berfungsi akibat kendala pemeliharaan sistem. Di 

sisi lain, penguatan kerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate 

Social Responsibility (CSR) perlu dilakukan secara lebih sistematis dan 

berkelanjutan guna mengatasi hambatan kolaborasi yang selama ini belum 

terintegrasi secara optimal. 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga 

kebersihan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan di kawasan Hutan Kota Tibang 

sebagai respons terhadap masih rendahnya tingkat keterlibatan yang ditemukan 



88 

 

 
 

dalam penelitian. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui pemanfaatan 

fasilitas secara bijak, keterlibatan dalam kegiatan berbasis lingkungan, serta 

kepedulian terhadap keberlanjutan fungsi kawasan sebagai ruang terbuka hijau. 

Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan sebagai agen promosi informal 

dengan menyebarkan informasi positif mengenai Hutan Kota Tibang, baik melalui 

interaksi langsung maupun media sosial, sehingga dapat membantu meningkatkan 

daya tarik dan jumlah kunjungan secara berkelanjutan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengembangan destinasi 

wisata berbasis lingkungan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek 

lain yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, seperti tingkat 

kepuasan pengunjung, dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, maupun model 

kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga diperoleh hasil penelitian yang 

lebih komprehensif. 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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Lampiran 5. Draf Pertanyaan Wawancara Penelitian 

Pertanyaan Penelitian Narasumber 

1. Kebijakan apa saja yang telah ditetapkan DLHK3 untuk 

mendukung pengembangan Hutan Kota Tibang sebagai 

destinasi wisata?  

2. Apa peran Bapak/Ibu dalam penerapan kebijakan 

pengelolaan Hutan Kota Tibang? 

3. Bagaimana mekanisme pengawasan lapangan dilakukan dan 

dilaporkan? 

4. SOP apa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan 

pengelolaan kawasan? 

5. Bagaimana proses penyusunan kebijakan tersebut dilakukan, 

dan siapa saja pihak yang terlibat? 

6. Apa regulasi atau dasar hukum utama yang menjadi acuan 

dalam pengelolaan Hutan Kota Tibang? 

7. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan 

terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan? 

8. Seberapa rutin evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas 

kebijakan yang berjalan? 

9. Indikator apa yang digunakan dalam menilai keberhasilan 

pengelolaan kawasan? 

10. Langkah apa yang dilakukan jika ditemukan pelanggaran 

atau penyimpangan dalam pemanfaatan kawasan? 

11. Bagaimana upaya DLHK3 memastikan agar kawasan tetap 

berfungsi sesuai tujuan konservasi dan edukasi? 

12. Fasilitas apa yang menjadi prioritas untuk diperbaiki atau 

ditingkatkan saat ini? 

13. Bagaimana prosedur pelaporan jika terjadi kerusakan 

fasilitas? 

14. Kendala apa yang paling sering muncul dalam pemeliharaan 

sarana dan prasarana? 

15. Sarana dan prasarana apa saja yang telah disediakan untuk 

mendukung aktivitas wisata dan edukasi di Hutan Kota 

Tibang? 

16. Bagaimana proses perencanaan dan penentuan prioritas 

dalam penyediaan fasilitas tersebut? 

Pegawai Bidang Pengendalian 

Dan Pengelolaan Lingkungan 

DLHK3 Banda Aceh 
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17. Bagaimana sistem pemeliharaan fasilitas dilakukan agar tetap 

berfungsi optimal? 

18. Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk perawatan dan 

peningkatan sarana setiap tahunnya? 

19. Bagaimana mekanisme penganggaran pengembangan Hutan 

Kota Tibang dalam APBD Kota Banda Aceh? 

20. Apakah terdapat kolaborasi pendanaan dengan pihak swasta 

atau lembaga lain, seperti program CSR? 

21. Bagaimana koordinasi administratif dengan dinas lain dalam 

pengembangan kawasan ini? 

22. Bagaimana DLHK3 melibatkan masyarakat, komunitas, dan 

lembaga pendidikan dalam kegiatan pengelolaan Hutan Kota 

Tibang? 

23. Program atau kegiatan apa yang dilakukan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan? 

24. Program edukasi lingkungan apa saja yang telah dilakukan di 

kawasan Hutan Kota Tibang? 

25. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program-

program tersebut? 

26. Apakah pernah dilakukan pelatihan bagi masyarakat lokal 

atau pengelola terkait pengelolaan lingkungan? 

44. Inovasi apa yang telah diterapkan untuk memperkuat daya 

tarik dan fungsi edukatif kawasan? 

45. lain dalam kegiatan promosi dan kolaborasi lintas sektor? 

46. Apa kendala utama dalam menjaga keberlanjutan kerja sama 

tersebut? 

47. Bagaimana bentuk kerja sama DLHK3 dengan perguruan 

tinggi (misalnya USM) dalam pengembangan masterplan 

Hutan Kota Tibang? 

48.  Apa rencana pengembangan atau inovasi baru yang akan 

dilakukan ke depan? 

49. Strategi promosi apa yang digunakan untuk memperkenalkan 

Hutan Kota Tibang sebagai destinasi wisata hijau Banda 

Aceh? 

50.  Apa saja yang dimanfaatkan dalam kegiatan promosi? 

51. Event atau kegiatan apa yang pernah diadakan untuk menarik 

minat pengunjung? 
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52. Bagaimana bentuk kolaborasi DLHK3 dengan unsur 

pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat 

(Quadruple Helix)? 

53.  Apa contoh kerja sama konkret yang telah terlaksana dan 

bagaimana dampaknya bagi kawasan? 

54. Bagaimana DLHK3 membangun citra Hutan Kota Tibang 

sebagai ikon wisata hijau Banda Aceh? 

55.  Menurut Bapak/Ibu, keunggulan apa yang membedakan 

Hutan Kota Tibang dari destinasi wisata lain di Banda Aceh? 

56. Tantangan apa yang paling sering dihadapi DLHK3 dalam 

pengelolaan dan pengembangan kawasan? 

57. Strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan 

tersebut agar program dapat berjalan berkelanjutan? 

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama pengurus dalam 

kegiatan sehari-hari? 

2. Berapa jumlah personel yang terlibat dalam pengelolaan 

kawasan ini? 

3. Bagaimana pembagian tugas dan jadwal kerja tim di 

lapangan? 

4. Bagaimana kondisi terkini fasilitas umum di kawasan Hutan 

Kota Tibang? 

5. Fasilitas apa yang paling sering mengalami kerusakan, dan 

apa penyebab utamanya? 

6. Berapa lama biasanya proses perbaikan dilakukan Apakah 

masyarakat sekitar ikut terlibat dalam kegiatan pemeliharaan 

atau kebersihan kawasan? 

7. Inovasi atau ide baru apa yang pernah diterapkan untuk 

meningkatkan kenyamanan pengunjung? 

9. Apa tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan dan 

keamanan kawasan? 

10. Bagaimana penanganan terhadap pengunjung yang 

melanggar aturan? 

11. Apakah anggaran operasional saat ini cukup untuk 

menjalankan semua kegiatan pengelolaan? 

Pengurus Hutan Kota Tibang 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keberadaan Hutan 

Kota Tibang di lingkungan ini? 

Masyarakat Sekitar Hutan 

Kota Tibang 
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2. Manfaat apa yang paling dirasakan sejak kawasan ini 

dikembangkan? 

3. Apakah Bapak/Ibu pernah ikut terlibat dalam kegiatan di 

Hutan Kota Tibang (seperti gotong royong, penanaman 

pohon, atau edukasi lingkungan)? 

4. Apakah keberadaan Hutan Kota Tibang memberi dampak 

ekonomi bagi masyarakat sekitar? 

5. Apakah muncul peluang usaha baru sejak kawasan ini ramai 

dikunjungi? 

6. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengelolaan Hutan Kota 

Tibang ke depan? 

7. Saran apa yang dapat diberikan agar kawasan ini semakin 

berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat? 

1. Apa yang mendorong Anda untuk berkunjung ke Hutan Kota 

Tibang? 

2. Seberapa sering Anda datang ke tempat ini? 

3. Aktivitas apa yang biasanya Anda lakukan saat berkunjung? 

4. Bagaimana penilaian Anda terhadap kebersihan, 

kenyamanan, dan keamanan fasilitas yang tersedia? 

5. Fasilitas apa yang menurut Anda perlu ditambah atau 

diperbaiki? 

6. Apakah Anda merasa fasilitas yang ada sudah memadai untuk 

kebutuhan pengunjung? 

7. Dari mana Anda pertama kali mengetahui informasi tentang 

Hutan Kota Tibang? 

8. Bagaimana menurut Anda kemudahan akses menuju lokasi 

ini? 

9. Seberapa puas Anda dengan pengalaman berkunjung ke 

Hutan Kota Tibang? 

10. Apakah Anda akan merekomendasikan tempat ini kepada 

orang lain? Mengapa? 

11. Saran apa yang bisa Anda berikan agar kawasan ini lebih 

menarik bagi pengunjung? 

Pengunjung Hutan Kota 

Tibang 
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Lampiran 6. Dokumentai Penelitian  

 

  

Pegawai Bidang Pengendalian Dan 

Pengelolaan Lingkungan DLHK3 

Banda Aceh 

Pengurus Parkir 

Pengurus Hutan Kota Tibang 
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Pengunjung Hutan Kota Tibang 
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Masyarakat Sekitar Hutan Kota Tibang 


